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INTISARI 
 
 
NURUL FIBRIANTI. NIM E 121 10 262 . ANALISIS GAYA KEPEMIMPINAN 
PEMERINTAHAN DALAM PERSPEKTIF BUDAYA MANDAR DI KABUPATEN 
POLEWALI MANDAR, di bawah bimbingan Dr. Hasrat Arief . MS  dan Drs. 
A.M. Rusli, M.Si 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gaya 
Kepemimpinan pemerintahan di kabupaten Polewali Mandar, apakah ada 
hubungan antara Gaya Kepemimpinan dan Budaya Mandar serta bagaimana 
hubungan antara Gaya Kepemimpinan dan Budaya Mandar . Hasil dari penelitian 
ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah khususnya Pemerintah 
Kabupaten Polewali Mandar dalam memimpin Polewali Mandar, menetapkan 
kebijakan-kebijakan strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah, 
pembangunan daerah dan pengimplementasian pelayanan masyarakat yang 
sesuai dengan budaya yang hidup di dalam masyarakat Polewali Mandar. Dari 
segi akademik, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 
perkembangan khasanah ilmu pemerintahan terutama kajian tentang Gaya 
Kepemimpinan dan Budaya. 
 
Tipe penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif. Dasar penelitian yang 
digunakan adalah metode survey. Pengumpulan data dilakukan menggunakan 
teknik observasi, wawancara, dan kuisoner. Data yang diperoleh selanjutnya 
dianalisis secara kuantitaif kemudian menguraikannya dalam bentuk kata dan 
kalimat, dan selanjutnya membuat kesimpulan. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan pemerintahan di 
kabupaten Polewali Mandar adalah gaya kepemimpin demokratis, dimana 
terdapat hubungan antara gaya kepemimpinan dan budaya mandar. Pemimpin 
dalam menjalankan kepemimpinan dan penetapan kebijakan didasari oleh 
budaya mandar. Gaya kepemimpinan demokratis di mandar sudah ada sejak  
munculnya nilai-nilai budaya di mandar.  
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ABSTRACT 
 
 
NURUL FIBRIANTI. NIM E 121 10 262 . ANALYSIS OF GOVERNMENT 
LEADERSHIP STYLE IN PERSPECTIVE CULTURAL OF MANDAR IN 
POLEWALI MANDAR, under the guidance of Dr. Hasrat Arief . MS  and Drs. 
A.M. Rusli, M.Si 
 
The research aims to know how the leadership style of government in Polewali 
Mandar, whether there is a relationship between leadership style and mandar 
culture, and how the relationship between style of leadership and mandar culture. 
The results of this research are expected to be the input for the government, 
especially for local government Polewali Mandar. In leading Polewali Mandar, for 
the set strategic policys of regional government, regional development and for 
implementation of service community in accordance with the culture of Polewali 
Mandar. In terms of academic, the result of this research expected to be useful 
for the develompment and government especially for the study of leadership style 
and culture. 
 
The type of research is a descriptive. The basic research used a survey method . 
Data collection is using observation, interviews and questionnaires. Data were 
then analyzed quantitativelly and then parse them in the form of words and 
sentences, and then make conclusions. 
 
The results show that style of leadership in Polewali Mandar government is 
democratic leadership style, there is a relationship between leadership style and 
mandar culture. Leader in running leadership and policy determination based on 
the culture of mandar. The democratic leadership style in mandar has been 
around since the advent of cultural values in Mandar.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Penelitian 
 
Kepemimpinan secara ilmiah mulai berkembang bersamaan dengan 
pertumbuhan manajemen ilmiah yang lebih dikenal dengan ilmu tentang 
memimpin. Kepemimpinan timbul sejak zaman dahulu kala, dimana 
kerjasama dan rasa untuk saling melindungi telah muncul bersama-sama 
dengan peradaban manusia. Kerjasama tersebut muncul pada tatanan 
kehidupan sosial masyarakat atau kelompok-kelompok manusia dalam 
rangka untuk mempertahankan hidupnya menentang kebuasan binatang 
dan menghadapi alam sekitarnya.  
Berangkat dari kebutuhan tersebut, terjadi kerjasama antar manusia 
dan muncul lah unsur-unsur kepemimpinan. Orang yang ditunjuk sebagai 
pemimpin dari kelompok tersebut ialah orang-orang yang paling kuat dan 
pemberani, sehingga ada aturan yang disepakati secara bersama-sama 
misalnya seorang pemimpin harus lahir dari keturunan bangsawan, sehat, 
kuat, berani, ulet, pandai, mempunyai pengaruh dan lain-lain.  
Ada banyak definisi kepemimpinan yang dikemukakan oleh para 
pakar menurut sudut pandang masing-masing, definisi-definisi tersebut 
menunjukkan adanya beberapa kesamaan. 
Kepemimpinan atau leadership merupakan kemampuan dan 
kepribadian seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk pihak 
lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama, sehingga 
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dengan demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan 
pusat proses kelompok (Inu Kencana , 2003) 
 
Definisi Kepemimpinan menurut Tead; Terry; Hoyt (Kartono, 2003) 
adalah kegiatan atau seni mempengaruhi orang lain agar mau 
bekerjasama yang didasarkan pada kemampuan orang tersebut 
untuk membimbing orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan yang 
diinginkan kelompok. Kepemimpinan menurut Young (Kartono, 2003) 
lebih terarah dan terperinci dari definisi sebelumnya. Menurutnya 
kepemimpinan adalah bentuk dominasi yang didasari atas 
kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang 
lain untuk berbuat sesuatu yang berdasarkan penerimaan oleh 
kelompoknya, dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi 
yang khusus. 
Kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi perilaku 
seseorang atau kelompok yang tertuju pada upaya pencapaian tujuan 
dalam situasi tertentu. Dalam situasi itu terdapat dua orang atau lebih 
yang saling berinteraksi. Pihak yang dipengaruhi disebut pengikut, 
sedangkan yang mempengaruhi disebut pemimpin. Pola perilaku 
pemimpin dan pengikut ini tidak lepas dari pengaruh sistem nilai 
budayanya.  
 Sistem nilai budaya adalah suatu rangkaian konsep abstrak yang 
hidup dalam alam pikiran sebagai suatu warga masyarakat, mengenai apa 
yang harus dianggap penting dan berharga bagi hidupnya. Karena itu 
suatu sistem nilai budaya menjadi bagian dari kebudayaan yang berperan 
sebagai pengarah dan pendorong kelakuan manusia. Tetapi karena 
sistem nilai budaya itu hanya merupakan konsep-konsep abstrak, tanpa 
perumusan yang tegas, maka konsep-konsep itu biasanya hanya bisa 
dirasakan, seringkali tidak dapat dinyatakan dengan tegas oleh warga 
masyarakat yang bersangkutan. 
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 Hal ini terjadi karena sistem nilai budaya hanya dapat dirasakan 
dan tidak dirumuskan dengan rasional, maka konsep-konsep itu seringkali 
amat mendarah daging dan sukar dirubah atau diganti dengan konsep-
konsep lain. Kalau sistem nilai budaya itu menjadi pengarah bagi tindakan 
manusia, maka pedomannya yang nyata adalah norma-norma, hukum 
dan aturan yang biasanya memang bersifat tegas dan konkrit.  
Kepemimpinan dalam konteks sistem nilai budaya memahami 
sistem nilai budaya yang dimiliki oleh para pemimpin dan pengikutnya. 
Keberhasilan seorang pemimpin dalam mengembangkan daerah dan 
dapat diterima dengan baik dalam masyarakat tersebut sangat tergantung 
pada bagaimana pemimpin tersebut memahami nilai-nilai budaya yang 
hidup dalam masyarakat yang dipimpinnya. Dengan pemahaman akan 
nilai-nilai budaya tersebut pemimpin akan menjadi sosok yang karismatik 
ditengah masyarakatnya.  
Nilai-nilai budaya dapat membantu seorang pemimpin untuk 
memilih hal-hal mana yang baik maupun buruk bagi organisasi yang 
dipimpinnya. Dengan demikian memahami peranan nilai dalam 
kepemimpinan menjadi hal yang penting. Nilai-nilai juga dapat 
mempengaruhi solusi yang dibuat oleh seorang pemimpin sehingga dapat 
menghasilkan keputusan yang tepat dari suatu masalah yang dihadapi. 
Kepemimpinan memiliki peranan penting karena pemimpin 
merupakan fungsi manajemen, yang dapat mempengaruhi bawahan 
dalam bekerja sehingga dapat mencapai tujuan organisasi . Gaya 
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kepemimpinan dapat diidentifikasikan melalui karakteristiknya dan dari 
setiap gaya kepemimpinan memiliki tipe manajemen yang berbeda. 
Karakteristik gaya kepemimpinan dapat digambarkan sebagai bentuk 
perhatian dari seorang pemimpin terhadap kinerja bawahannya. Terdapat 
banyak teori kepemimpinan namun tidak ada gaya kepemimpinan yang 
sesuai bagi semua kondisi dalam suatu organisasi tidak terkecuali dalam 
organisasi pemerintahan tetapi gaya kepemimpinan akan sangat efektif 
apabila dapat mengakomodasi lingkungannya (pengikut, atasan dan rekan 
kerja). 
  Indonesia merupakan Negara yang memiliki 300 suku bangsa. 
Setiap suku tentunya memiliki karakteristik budaya lokal yang berbeda-
beda. Dalam menjalankan roda pemerintahan masing-masing daerah 
memiliki ciri khas. Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu 
kabupaten di Indonesia yang juga memiliki budaya lokal yang masih 
tumbuh dan berkembang dalam masyarakatnya yaitu budaya Mandar. 
Mandar adalah suatu suku (etnis) yang terdapat di Sulawesi Barat dan 
nama budaya dalam Lembaga Budaya Nasional dan Lembaga Pengkajian 
Budaya Nasional. Diistilahkan sebagai etnis karena Mandar merupakan 
salah satu kelompok etnis dari empat suku yang mendiami kawasan 
provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yakni etnis Makassar 
(makassara’), etnis bugis (ogi’), etnis Toraja (toraya). Pengelompokkan ini 
dimaksudkan dalam suatu kelompok pengkajian yang disebut 
“lagaligologi”. 
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 Mandar dalam makna kualitas serta simbol merupakan budaya 
yang hidup di wilayah Pitu Baqbana Binanga dan Pitu Ulunna Salu. Pitu 
Baqbana Binanga dan Pitu Ulunna Salu merupakan perserikatan 
kerajaan-kerajaan di wilayah mandar yang pusatnya berada di kerajaan 
Balanipa (wilayah Polewali Mandar).  Kerajaan yang ada di wilayah 
mandar dipimpin oleh seorang raja yang disebut dengan maraqdia.  
 Kepemimpinan di tanah mandar dimulai pada masa kepemimpinan 
I Manyambungi (bergelar Todilaling). Pada masa kepemimpinan raja-raja 
di Mandar sangat banyak petuah-petuah yang disampaikan maupun 
dituangkan dalam lontara mandar. Dalam perjalanannya selama 54 tahun 
menjadi kabupaten, Polewali Mandar sudah tujuh kali mengalami 
pergantian pemimpin (Bupati). Pemimpin yang memegang kendali atas 
kabupaten Polewali Mandar menjalankan kepemimpinannya dengan 
berlandaskan prinsip-prinsip yang telah disampaikan oleh para leluhurnya. 
Prinsip-prinsip tersebut sarat akan nilai tentang makna kehidupan, 
ketegasan sikap, dan keteguhan tekad dalam membangun daerah mandar 
dan mensejahterakan masyarakatnya.  
 Keberhasilan seorang pemimpin dalam membangun suatu daerah 
tergantung sampai sejauh mana pemimpin tersebut dapat memahami nilai 
- nilai budaya daerah tersebut. Budaya Mandar adalah budaya yang 
dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Polewali Mandar. Pembangunan 
daerah dan peningkatan kualitas sumber daya masyarakat akan menjadi 
lebih baik tergantung pada bagaimana sosok Pemimpinnya. Oleh karena 
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itu dalam Penelitian ini penulis mengangkat Judul tentang Analisis Gaya 
Kepemimpinan Pemerintah dalam Perspektif Budaya Mandar di 
Kabupaten Polewali Mandar. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian singkat di atas maka dapat diketahui bahwa 
yang menjadi pokok permasalahan yang oleh penulis dalam penelitian ini 
adalah berkaitan dengan Gaya Kepemimpinan Pemerintahan dalam 
Perspektif Budaya Mandar di Kabupaten Polewali Mandar.  
Untuk lebih jelasnya masalah dalam penelitian ini di rumuskan 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana gaya kepemimpinan pemerintahan di kabupaten 
Polewali Mandar ? 
2. Apakah ada hubungan antara budaya mandar dan gaya 
kepemimpinan ? 
3. Bagaimana hubungan antara budaya mandar dan kepemimpinan 
pemerintahan di kabupaten Polewali Mandar ? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Untuk mengetahui gaya kepemimpinan pemerintahan di kabupaten 
Polewali Mandar 
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2. Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara budaya mandar 
dan gaya kepemimpinan 
3. Untuk mengetahui hubungan antara budaya mandar dan gaya 
kepemimpinan pemerintahan di kabupaten Polewali Mandar. 
 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang Budaya 
mandar dan gaya kepemimpinan pemerintahan di kabupaten 
Polewali Mandar 
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 
kajian, masukan dan sumbangan pemikiran yang diharapkan 
bermanfaat baik bagi pemerintah kabupaten Polewali Mandar 
dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan 
strategis penyelenggaran pemerintahan daerah, pembangunan 
daerah dan pengimplementasian pelayanan masyarakat yang 
sesuai dengan budaya yang hidup di dalam masyarakat 
Polewali Mandar. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
Tinjauan pustaka merupakan panduan penulisan dalam aspek 
konseptual - teoritis. Pada bagian ini akan dipaparkan berbagai konsep 
teori yang dijadikan sebagai alat analisis terhadap masalah yang diangkat 
dalam penelitian ini, yaitu : 1). Kepemimpinan, 2). Gaya Kepemimpinan 3). 
Budaya Mandar 
2.1   Pengertian Kepemimpinan  
Pada 60 tahun terakhir, sebanyak 65 sistem klasifikasi yang 
berbeda telah dikembangkan untuk menetapkan dimensi kepemimpinan. 
Sejumlah defenisi melihat kepemimpinan sebagai fokus proyek kelompok. 
Pemimpin pun membentuk keinginan kelompok. Kelompok defenisi yang 
lain adalah konsep kepemimpinan dari sudut pandang kepribadian, yang 
menyatakan bahwa kepemimpinan adalah kombinasi dari sifat khusus 
yang dimiliki sejumlah individu. Sifat ini memungkinkan individu tersebut 
untuk meminta orang lain menyelesaikan tugas. Pendekatan lain untuk 
kepemimpinan mendefenisikan hal itu sebagai tindakan atau perilaku, 
yaitu hal-hal yang dilakukan pemimpin untuk menghasilkan perubahan di 
dalam kelompok. 
Sejumlah orang juga mendefinisikan kepemimpinan dipandang dari 
segi hubungan kekuasaan yang muncul antara pemimpin dan pengikut. 
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Dari sudut pandang ini, pemimpin memiliki kekuasaan yang mereka 
gunakan untuk menghasilkan perubahan dalam diri orang lain. Sejumlah 
orang lain melihat kepemimpinan sebagai proses transformasional yang 
menggerakkan pengikut untuk mencapai lebih dari apa yang diharapkan 
dari mereka. Sejumlah akademisi pun membicarakan kepemimpinan dari 
sudut pandang keterampilan. Sudut pandang ini menekankan kecakapan 
(pengetahuan dan keterampilan) yang dapat mewujudkan kepemimpinan 
yang efektif. 
Terlepas dari banyaknya cara untuk membuat konsep 
kepemimpinan, komponen berikut bisa diidentifikasi sebagai pusat 
fenomena tersebut yaitu (a) kepemimpinan adalah proses, (b) 
kepemimpinan melibatkan pengaruh, (c) kepemimpinan terjadi di dalam 
kelompok, dan (d) kepemimpinan melibatkan tujuan yang sama. Dengan 
didasarkan pada komponen tersebut maka dapat ditarik defenisi 
Kepemimpinan adalah proses di mana individu mempengaruhi 
sekelompok individu untuk mencapai tujuan bersama (Peter G ,  2013). 
Penetapan kepemimpinan sebagai proses berarti, bukan sifat yang 
ada di dalam diri pemimpin tetapi suatu transaksi yang terjadi antara 
pemimpin dan pengikut. Proses menyatakan bahwa pemimpin 
memengaruhi dan dipengaruhi oleh pengikut. Hal itu menekankan bahwa 
kepemimpinan itu tidak bersifat linear dan bukan peristiwa satu arah, 
tetapi merupakan peristiwa yang interaktif. Kalau kepemimpinan 
didefenisikan dengan cara ini, kepemimpinan dapat dimiliki semua orang. 
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Hal ini tidak terbatas pada pemimpin yang ditugaskan secara resmi di 
dalam suatu kelompok. 
Kepemimpinan mencakup pengaruh. Kepemimpinan peduli dengan 
cara pemimpin memenngaruhi pengikutnya. Pengaruhnya adalah elemen 
penting kepemimpinan. Tanpa pengaruh, kepemimpinan tidak akan eksis. 
Kepemimpinan terjadi di dalam kelompok. Kelompok adalah 
konteks di mana kepemimpinan terjadi. Kepemimpinan termasuk aktivitas 
untuk memengaruhi sekelompok manusia yang memiliki tujuan bersama. 
Bisa saja ini merupakan kelompok tugas kecil, sekelompok komunitas, 
atau sekelompok besar orang yang mencakup seluruh organisasi. 
Kepemimpinan adalah tentang seorang individu yang memengaruhi 
sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Bisa saja ini 
merupakan kelompok tugas kecil, sekelompok komunitas, atau 
sekelompok besar orang yang mencakup seluruh organisasi. 
Kepemimpinan adalah tentang seorang individu yang memengaruhi 
sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Sekelompok orang 
tersebut diperlukan agar kepemimpinan terjadi. Program pelatihan 
kepemimpinan yang mengajari orang-orang untuk memimpin diri mereka, 
tidak dianggap sebagai bagian dari kepemimpinan. 
Kepemimpinan mencakup perhatian pada tujuan bersama. 
Pemimpin mengarahkan energi mereka kepada individu yang mencoba 
mencapai sesuatu secara bersama. Secara umum, pemimpin dan 
pengikut memiliki tujuan bersama. Perhatian terhadap tujuan bersama 
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memberi kepemimpinan suatu nada tambahan yang etis, karena hal itu 
menekankan kebutuhan bagi pemimpin untuk bekerja bersama pengikut 
guna mencapai tujuan tertentu. Penekanan pada mutualitas mengurangi 
kemungkinan bahwa pemimpin melakukan tindakan kepada pengikutnya 
dalam cara yang tidak etis atau secara paksa. Hal itu juga meningkatkan 
kemungkinan bahwa pemimpin dan pengikut akan bekerja bersama demi 
kebaikan bersama (Rost, 1991). 
Orang yang melaksanakan kepemimpinan akan disebut pemimpin 
(leaders), dan mereka yang diperintah oleh orang yang melaksanakan 
kepemimpinan itu disebut sebagai pengikut (followers). Baik pemimpin 
maupun pengikut terlibat bersama dalam proses kepemimpinan. 
Pemimpin memerlukan pengikut, dan pengikut juga memerlukan 
pemimpin (Burns, 1978). Walaupun pemimpin dan pengikut terhubung 
dengan erat, pemimpinlah yang sering kali memulai hubungan, 
menciptakan jalinan komunikasi, dan memikul beban untuk 
mempertahankan hubungan. 
Pemimpin memiliki tanggung jawab etis untuk memenuhi 
kebutuhan dan mengatasi masalah pengikut. Kepemimpinan terkadang 
dilihat sebagai milik kaum elit karena kekuasaan penuh dan kegunaan 
sering kali dianggap berasal dari pemimpin di dalam hubungan pemimpin-
pengikut (Burns, 1978). Pemimpin tidak lebih tinggi atau lebih baik 
dibandingkan pengikut. Pemimpin dan pengikut harus dipahami dalam 
hubungannya satu sama lain dan secara kolektif (Burns, 1978). Pemimpin 
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dan pengikut ada dalam hubungan kepemimpinan secara bersama-sama, 
dan merupakan dua sisi mata uang yang sama. 
 
2.2  Gaya Kepemimpinan  
 
Menurut William H.Newman dalam (Miftah Thoha, 2003) 
kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi perilaku 
orang lain atau seni mempengaruhi perilaku manusia baik 
perorangan maupun kelompok. Dan satu hal yang perlu diingat 
bahwa kepemimpinan tidak harus dibatasi oleh aturan-aturan atau 
tata karma birokrasi. Kepemimpinan bisa terjadi dimana saja, 
asalkan seseorang menunjukkan kemampuannya mempengaruhi 
perilaku orang lain kearah tercapainya suatu tujuan tertentu. 
 
Bahasan mengenai pemimpin dan kepemimpinan pada umumnya 
menjelaskan bagaimana untuk menjadi pemimpin yang baik, gaya dan 
sifat yang sesuai dengan kepemimpinan serta syarat-syarat apa yang 
perlu dimiliki oleh seorang pemimpin yang baik. Meskipun demikian masih 
tetap sulit untuk menerapkan seluruhnya, sehingga dalam prakteknya 
hanya beberapa pemimpin saja yang dapat melaksanakan 
kepemimpinannya dengan baik dan dapat membawa para pengikutnya 
kepada  keadaan yang diinginkan. Kepemimpinan dapat dikategorikan 
sebagai ilmu sosial terapan (applied social sciences). Hal ini didasarkan 
kepada pemikiran bahwa kepemimpinan dengan prinsip-prinsipnya 
mempunyai manfaat langsung dan  tidak langsung terhadap upaya 
mewujudkan kesejahteraan umat manusia.  
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Kepemimpinan seperti halnya ilmu-ilmu yang lain, mempunyai 
berbagai fungsi antara lain, menyajikan berbagai hal yang berkaitan 
dengan permasalahan dalam kepemimpinan dan memberikan pengaruh 
dalam menggunakan berbagai pendekatan dalam hubungannya dengan 
pemecahan aneka macam persoalan yang mungkin timbul dalam ekologi 
kepemimpinan. Kepemimpinan sebagai salah satu cabang ilmu 
pengetahuan, yang mempunyai peran penting dalam rangka proses 
administrasi. Hal ini didasarkan kepada pemikiran bahwa peran seorang 
pemimpin merupakan implementasi atau penjabaran dari fungsi 
kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan merupakan salah satu di antara 
peran administrator dalam rangka mempengaruhi orang lain atau 
para  bawahan agar mau dengan senang hati untuk mencapai tujuan 
organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. 
Gaya kepemimpinan, mengandung pengertian sebagai suatu 
perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin, yang menyangkut 
kemampuannya dalam memimpin. Perwujudan tersebut biasanya 
membentuk suatu pola atau bentuk tertentu. Pengertian gaya 
kepemimpinan yang demikian ini sesuai dengan pendapat yang 
disampaikan oleh (Davis ,1995). Keduanya menyatakan bahwa pola 
tindakan pemimpin secara keseluruhan seperti yang dipersepsikan atau 
diacu oleh bawahan tersebut dikenal sebagai gaya kepemimpinan. 
Gaya Kepemimpinan mengandung pola perilaku dari seseorang 
yang mencoba untuk mempengaruhi orang lain. Hal itu mencakup 
perilaku perintah (tugas) dan perilaku memberi dukungan 
(hubungan). Perilaku perintah membantu anggota kelompok 
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mencapai tujuan dengan memberi perintah, mencapai tujuan dan 
metode evaluasi, menetapkan tenggat waktu, menetapkan peran, 
dan menunjukkan cara mencapai tujuan (Peter , 2013) 
Gaya kepemimpinan pada dasarnya merupakan perwujudan dari 
tiga komponen, yaitu pemimpin itu sendiri, bawahan, serta situasi di mana 
proses kepemimpinan tersebut diwujudkan (Hersey dan Blanchard,1992). 
Bertolak dari pemikiran tersebut, Hersey dan Blanchard mengajukan 
proposisi bahwa gaya kepemimpinan (k) merupakan suatu fungsi dari 
pimpinan (p), bawahan (b) dan situasi tertentu (s)., yang dapat dinotasikan 
sebagai : k = f (p, b, s). 
Menurut Hersey dan Blanchard, pimpinan (p) adalah seseorang 
yang dapat mempengaruhi orang lain atau kelompok untuk melakukan 
unjuk kerja maksimum yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan 
organisasi. Organisasi akan berjalan dengan baik jika pimpinan 
mempunyai kecakapan dalam bidangnya, dan setiap pimpinan 
mempunyai keterampilan yang berbeda, seperti keterampilan teknis, 
manusiawi dan konseptual. Sedangkan bawahan adalah seorang atau 
sekelompok orang yang merupakan anggota dari suatu perkumpulan atau 
pengikut yang setiap saat siap melaksanakan perintah atau tugas yang 
telah disepakati bersama guna mencapai tujuan. Dalam suatu organisasi, 
bawahan mempunyai peranan yang sangat strategis, karena sukses 
tidaknya seseorang pimpinan bergantung kepada para pengikutnya ini. 
Oleh sebab itu, seorang pemimpinan dituntut untuk memilih bawahan 
dengan secermat mungkin. 
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Adapun situasi (s) menurut Hersey dan Blanchard adalah suatu 
keadaan yang kondusif, di mana seorang pimpinan berusaha pada saat-
saat tertentu mempengaruhi perilaku orang lain agar dapat mengikuti 
kehendaknya dalam rangka mencapai tujuan bersama. Dalam satu situasi 
misalnya, tindakan pimpinan pada beberapa tahun yang lalu tentunya 
tidak sama dengan yang dilakukan pada saat sekarang, karena memang 
situasinya telah berlainan. Dengan demikian, ketiga unsur yang 
mempengaruhi gaya kepemimpinan tersebut, yaitu pimpinan, bawahan 
dan situasi merupakan unsur yang saling terkait satu dengan lainnya, dan 
akan menentukan tingkat keberhasilan kepemimpinan. 
 
2.2.1 Macam-Macam Pemikiran Gaya Kepemimpinan 
 
   Ada beberapa jenis gaya kepemimpinan yang di tawarkan oleh para 
pakar leardership, mulai dari yang klasik sampai kepada yang modern 
yaitu gaya kepemimpinan situasional model Hersey dan Blancard.  
 
A. Teori Gaya Kepemimpinan Klasik 
Teori klasik gaya kepemimpinan mengemukakan, pada dasarnya di 
dalam setiap gaya kepemimpinan terdapat 2 unsur utama, yaitu unsur 
pengarahan (directive behavior) dan unsur bantuan (supporting behavior). 
Dari dua unsur tersebut gaya kepemimpinan dapat dikelompokkan 
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menjadi 4 kelompok, yaitu otokrasi (directing), pembinaan (coaching), 
demokrasi (supporting), dan kendali bebas (delegating).   
- Mengarahkan (directing) 
Gaya kepemimpinan yang mengarahkan, merupakan respon 
kepemimpinan yang perlu dilakukan oleh manajer pada kondisi karyawan 
lemah dalam kemampuan, minat dan komitmenya. Sementara itu, 
organisasi menghendaki penyelesaian tugas-tugas yang tinggi. Dalam 
situasi seperti ini Hersey and Blancard menyarankan agar manajer 
memainkan peran directive yang tinggi, memberi saran bagaimana 
menyelesaikan tugas-tugas itu, dengan terus intens berhubungan sosial 
dan komunikasi dengan bawahannya. 
Pertama pemimpin harus mencari tahu mengapa orang tersebut 
tidak termotivasi, kemudian mencari tahu dimana keterbatasannya. 
Dengan demikian pemimpin harus memberi arahan dalam penyelesaian 
tugas dengan terus menumbuhkan motivasi dan optimismenya. 
- Melatih (coaching) 
Pada kondisi karyawan menghadapi kesulitan menyelesaikan 
tugas-tugas, takut untuk mencoba melakukannya, manajer juga harus 
memproporsikan struktur tugas sesuai kemampuan dan tanggung jawab 
karyawan. Oleh karena itu, pemimpin hendaknya menghabiskan waktu 
mendengarkan dan menasihati, dan membantu karyawan untuk 
memperoleh keterampilan yang diperlukan melalui metode pembinaan. 
 
17 
 
- Partisipasi (participation) 
Gaya kepemimpinan partisipasi, adalah respon manajer yang harus 
diperankan ketika karyawan memiliki tingkat kemampuan yang cukup, 
tetapi tidak memiliki kemauan untuk melakukan tanggung jawab. Hal ini 
bisa dikarenakan rendahnya etos kerja atau ketidakyakinan mereka untuk 
melakukan tugas/tangung jawab. Dalam kasus ini pemimpin perlu 
membuka komunikasi dua arah dan secara aktif mendegarkan dan 
mengapresiasi usaha-usaha yang dilakukan para karyawan, sehingga 
bawahan merasa dirinya penting dan senang menyelesaikan tugas. 
- Mendelegasikan (delegating) 
Selanjutnya, untuk tingkat karyawan dengan kemampuan dan 
kemauan yang tinggi, maka gaya kepemimpinan yang sesuai adalah gaya 
“delegasi”. Dengan gaya delegasi ini pimpinan sedikit memberi 
pengarahan maupun dukungan, karena dianggap sudah mampu dan mau 
melaksanakan tugas/tanggung jawabnya. Mereka diperkenankan untuk 
melaksanakan sendiri dan memutuskannya tentang bagaimana, kapan 
dan dimana pekerjaan mereka harus dilaksanakan. Pada gaya delegasi ini 
tidak terlalu diperlukan komunikasi dua arah, cukup memberikan untuk 
terus berkembang saja dengan terus diawasi. 
Dalam gaya kepemimpinan klasik juga diperkenalkan beberapa 
gaya kepemimpinan lain yang cukup populer yang pada prinsipnya 
merupakan sama seperti gaya klasik diatas maupun gabungan dari 
beberapa gaya klasik yang disebutkan sebelumnya.  Gaya kepemimpinan 
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tersebut adalah gaya kepemimpinan otokrasi, gaya kepemimpinan 
pembinaan, gaya kepemimpinan demokrasi dan gaya kepemimpinan 
kendali bebas. 
 
B. Gaya kepemimpinan situasional model Hersey dan Blancard.  
 Mengambil contoh kepada manajer dari suatu perusahaan yang 
berhasil menerapkan gaya kepemimpinan situasional di perusahaan yang 
dipimpinnya 
 
1. Gaya Kepemimpinan Kontinum 
Gaya ini pertama sekali dikembangkan oleh Robert Tannenbaum dan 
warren Schmidt. Menurut kedua ahli ini ada dua bidang pengaruh 
yang ekstrim, yaitu: 
 Bidang pengaruh pimpinan (pemimpin lebih menggunakan otoritas) 
 Bidang pengaruh kebebasan bawahan. (Pemimpin lebih 
menekankan gaya demokratis) 
2. Gaya Managerial Grid 
Sesungguhnya, gaya managerial grid lebih menekankan kepada 
pendekatan dua aspek yaitu aspek produksi di satu pihak, dan orang-
orang di pihak lain. Blake dan Mouton menghendaki bagaimana 
perhatian pemimpin terhadap produksi dan bawahannya (followers). 
Dalam managerial grid, ada empat gaya yang ekstrim dan ada satu 
gaya yang berada di tengah-tengah gaya ekstrim tersebut. 
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 Grid 1 manajer sedikit sekali memikirkan produksi yang harus 
dicapai. sedangkan juga sedikit perhatian terhadap orang-orang 
(followers) di dalam organisasinya. Dalam grid ini manajer 
hanya berfungsi sebagai perantara menyampaikan informasi 
dari atasan kepada bawahannya. 
 Grid 2 manajer mempunyai perhatian yang tinggi terhadap 
produksi yang akan dicapai juga terhadap orang-orang yang 
bekerja dengannya. Manajer seperti ini dapat dikatakan sebagai 
“manajer tim” yang riel (The real team manajer) karena ia 
mampu menyatukan antara kebutuhan-kebutuhan produksi dan 
kebutuhan orang-orang secara individu. 
 Grid 3 manajer memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi 
terhadap orang-orang dalam organisasi, tetapi perhatian 
terhadap produksi adalah rendah. Manajer seperti ini disebut 
sebagai “pemimpin club”. Gaya seperti ini lebih mengutamakan 
bagaimana menyenangkan hati bawahannya agar bawahannya 
dapat bekerja rileks, santai, bersahabat, tetapi tidak ada 
seorangpun yang berusaha untuk mencapai produktlvitas. 
 Grid 4. adalah manajer yang menggunakan gaya kepemimpinan 
yang otokratis (autrocratic task managers), karena manejer 
seperti ini lebih menekankan produksi yang harus dicapai 
organisasinya, baik melalui efisiensi atau efektivitas 
pelaksanaan kerja, tetapi tidak mempunyai atau sedikit 
20 
 
mempuyai perhatian terhadap bawahan. 
Pemimpin yang baik adalah lebih memperhatikan terhadap 
produksi yang akan dicapai maupun terhadap orang-orang. Grid 
seperti ini berusaha menyeimbangkan produksi yang akan 
dicapai dengan perhatian terhadap orang-orang, dalam arti tidak 
terlalu menyolok. Manajer seperti ini tidak terlalu menciptakan 
target produksi yang akan dicapai, tetapi juga tidak mempunyai 
perhatian yang tidak terlalu menyolok kepada orang-orang 
 
2.2.2    Gaya Kepemimpinan Pemerintahan 
a. Gaya kepemimpinan otokrasi, pemimpin mengendalikan semua 
aspek kegiatan. Pemimpin memberitahukan sasaran apa saja yang 
ingin dicapai dan cara untuk mencapai sasaran tersebut, baik itu 
sasaran utama maupun sasaran minornya. Pemimpin juga 
berperan sebagai pengawas terhadap semua aktivitas anggotanya 
dan pemberi jalan keluar bila anggota mengalami masalah. Dengan 
kata lain, anggota tidak perlu pusing memikirkan apapun. Anggota 
cukup melaksanakan apa yang diputuskan pemimpin.  
b. Gaya kepemimpinan pembinaan mirip dengan otokrasi, pada 
gaya kepemimpinan ini seorang pemimpin masih menunjukkan 
sasaran yang ingin dicapai dan cara untuk mencapai sasaran 
tersebut. Namun, pada kepemimpinan ini anggota diajak untuk ikut 
memecahkan masalah yang sedang dihadapi.  
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c. Gaya kepemimpinan demokrasi, anggota memiliki peranan yang 
lebih besar. Pada kepemimpinan ini seorang pemimpin hanya 
menunjukkan sasaran yang ingin dicapai saja, tentang cara untuk 
mencapai sasaran tersebut, anggota yang menentukan. Selain itu, 
anggota juga diberi keleluasaan untuk menyelesaikan masalah 
yang dihadapinya. 
d.  Gaya kepemimpinan bebas merupakan model kepemimpinan 
yang paling dinamis. Pada gaya kepemimpinan ini seorang 
pemimpin hanya menunjukkan sasaran utama yang ingin dicapai 
saja. Tiap divisi atau seksi diberi kepercayaan penuh untuk 
menentukan sasaran minor, cara untuk mencapai sasaran, dan 
untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya sendiri-sendiri. 
Dengan demikian, pemimpin hanya berperan sebagai pemantau 
saja.  
Pada dasarnya tiap gaya kepemimpinan hanya cocok untuk kondisi 
tertentu saja. Dengan mengetahui kondisi nyata anggota, seorang 
pemimpin dapat memilih model kepemimpinan yang tepat. Tidak menutup 
kemungkinan seorang pemimpin menerapkan gaya yang berbeda untuk 
divisi atau seksi yang berbeda. Kepemimpinan otokrasi cocok untuk 
anggota yang memiliki kompetensi rendah tapi komitmennya tinggi. 
Kepemimpinan pembinaan cocok untuk anggota yang memiliki 
kompetensi sedang dan komitmen rendah. Kepemimpinan demokrasi 
cocok untuk anggota yang memiliki kompetensi tinggi dengan komitmen 
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yang bervariasi. Sementara itu, kepemimpinan kendali bebas cocok untuk 
angggota yang memiliki kompetensi dan komitmen tinggi. 
 
2.3     Budaya Mandar 
Mandar adalah nama suatu suku (etnis) yang terdapat di Sulawesi 
Barat  dan nama budaya  dalam Lembaga Budaya Nasional dan Lembaga 
Pengkajian Budaya Nasional. Diistilahkan sebagai etnis karena Mandar 
merupakan salah satu kelompok etnis dari empat suku yang mendiami 
kawasan provinsi Sulawesi Selatan yakni etnis Makassar (makasara’), 
etnis Bugis (ogi’), etnis Toraja (toraya). Pengelompokkan ini dimaksudkan 
dalam suatu kelompok pengkajian yang disebut “lagaligologi”. 
Mandar sesuai dengan makna kuantitas yang dikandung dalam 
konteks geografis merupakan wilayah dari batas paku (wilayah kabupaten 
Polewali Mandar) sampai suremana (wilayah kabupaten Mamuju Utara). 
Akan tetapi dalam makna kualitas serta simbol dapat kita batasi diri dalam 
lingkup kerajaan Balanipa sebagi peletak dasar pembangunan kerajaan 
(landasan idial dan landasan struktural), dan sebagai bapak perserikatan 
seluruh  kerajaan dalam wilayah mandar Pitu ulunna Salu dan Pitu 
Baqbana  Binanga. 
Suku mandar adalah satu-satunya suku bahari di nusantara yang 
berhadapan langsung dengan laut dalam, tanpa ada pulau yang 
bergugus. Teknologi kelautan mereka sudah demikian sistematis, yang 
merupakan warisan dari nenek moyang mereka.  Mandar sebagai salah 
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satu suku di sulawesi barat memiliki aneka ragam corak kebudayaan yang 
khas.  
 Mandar memiliki budaya yang terbuka dan dapat menerima siapa 
saja menjadi orang mandar. Budaya mandar mengenal filsafat 
keterbukaan melalui tuturan “inai-inai tau mandundu wai marandangna to 
Mandar anna meloqi menjari to Mandar, to Mandarmi tuqu (siapa saja 
yang pernah meminum air beningnya orang mandar, lantas ia 
berkeinginan menjadi orang Mandar, maka menjadi Mandar-lah ia). 
Tuturan ini merefleksikan sikap keterbukaan dan kebesaran hati budaya 
mandar untuk menerima orang luar sebagai bagian dari keluarga besar 
Mandar. Dengan demikian, menjadi Mandar bukan-lah persoalan bahasa 
atau suku, tetapi keinginan dan niat baik untuk menjadi bagian dari 
Mandar.  
 
2.3.1    Berbagai Perspektif tentang Istilah Mandar 
Kata Mandar memiliki pemaknaan linguistic yang multiperspektif. 
Berbagai pendapat muncul untuk memberikan interprestasi terhadap asal-
usul kata Mandar. Ini disebabkan karena kata Mandar memang memiliki 
pemaknaan yang sangat plural dalam konteks kebudayaan Mandar. 
Bahkan perspektif dari luar konteks kebudayaan Mandar ikut pula 
meramaikan pemaknaan terhadap kata Mandar. 
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  Berikut ini beberapa pendapat yang menunjukkan variasi akar kata 
Mandar, yaitu : 
A. Mandaq ( Sipamandaq) 
Sipamandaq atau sipamandar berarti saling memperkuat. Kata ini 
muncul ke dalam konteks kebudayaan mandar pada saat terjadinya 
perjanjian di Luyo yang ditandai dengan prasasti allamungan batu di Luyo. 
Kata Sipamandaq digunakan sebagai resolusi konflik antara kerajaan di 
PBB dan di PUS yang telah berlangsung cukup lama. Kata sipamandaq 
dengan kata dasar mandaq (kuat) diyakini merupakan akar kata mandar. 
Namun otentitas transformasi kata mandaq ke kata Mandar 
diragukan oleh beberapa sejarawan Mandar, di antaranya Abdul Muis 
Mandra dan H. Mohtar Husain. Mereka  menganggap bahwa tranformasi 
kata mandaq ke kata Mandar itu tidak mungkin karena jauh sebelum 
perjanjian Luyo, kata Mandar telah dikenal sejak abad 6 M. Hal itu tertulis 
dalam Lontara La Galigo. 
Meski diragukan otentitas transformasi kata mandaq ke kata 
mandar, namun kata sipamandaq sebagai akar kata Mandar memiliki 
relevansi politik yang cukup kuat. Sipamandaq merupakan ikrar simbolik 
yang mengakhiri seluruh konflik antara dua persekutuan kerajaan di tanah 
Mandar. Konstruksi sejarah menunjukkan bahwa relasi Pitu Baqbana 
Binanga dan Pitu Ulunna Salu adalah relasi konflik. 
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Perang dan perundingan selalu terjadi. Ada beberapa perang antar 
kerajaan di Pitu Baqbana Binanga dan Pitu Ulunna Salu yang sempat 
terekam sejarah adalah perang antara Kerajaan Balanipa (Pitu Baqbana 
Binanga) dan Kerajaan Rante Bulahan (Pitu Ulunna Salu). Perang ini 
diakhiri dengan perundingan damai di Tapua. Perjanjian ini dikenal 
dengan nama perjanjian Rantebulahan. Peristiwa ini dikenal dengan nama 
perjanjian Rantebulahan . Perisitiwa ini diperkirakan terjadi pada  abad 
17M . Perang antar PBB dan PUS di Lembang Aralle dan Lembang 
Mambi yang diakhiri dengan perundingan di Sungki. Perjanjian Malunda 
yang diperkirakan terjadi pada abad 17 M ini merupakan perundingan 
yang dilakukan untuk membahas Lalilakang Tallu di Malunda dan Lante 
samballa di Tabang. Perjanjian Passullurang Basi (abad 17 M) yang 
membahas masalah orang Passokkorang sebagai rampasan perang di 
Mandar dan masalah tiga perempat dari daerah Paliliq Massedan 
menghadap ke Pitu Ulunna Salu dan seperempatnya menghadap ke Pitu 
Baqbana Binanga. Perjanjian Sungkiq yang juga melibatkan karua 
tiparittiqna uhai terjadi padaa sekitar abad 18 M. Perjanjian ini 
dimaksudkan untuk menjadikan daerah Paliliq Massedan menjadi Karua 
Tiparittiqna Uhai. Perjanjian Damaq-Damaq yang bertujuan untuk 
membahas pembebasan daerah Paliliq Massedan untuk memakai 
hukumannya sendiri di dalam daerahnya (Abd. Muis Mandra, 1999). 
Dari berbagai perundingan dan perjanjian damai yang digelar 
antara kerajaan di Pitu Baqbana Binanga dan Pitu Ulunna Salu, perjanjian 
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Luyo merupakan perjanjian yang memiliki efek politik paling kuat. Pasca 
perjanjian Luyo, kesadaran Kerajaan di Pitu Baqbana Binanga dan Pitu 
Ulunna Salu akan persaudaraan dan kebersamaan benar-benar terwujud 
dalam ikrar sipamandaq, dan sejak saat itu kata Mandar dijadikan sebagai 
identitas bersama antara kerajaan-kerajaan dari kedua persekutuan 
tersebut. 
Dengan demikian, kata sipamandaq memiliki makna yang lebih 
kuat secara politik untuk dijadikan sebagai dasar Kata Mandar. 
Sipamandaq merefleksikan ikatan dan saling keterkaitan baik dalam 
konteks geografis maupun ideologi antara kerajaan di persekutuan Pitu 
Baqbana Binanga dan Pitu Ulunna Salu. Derivasi makna kata sipamandaq 
sangat relevan dengan kata Mandar yang dijadikan sebagai identitas 
bersama berbagai elemen masyarakat di wilayah Sulawesi Barat. 
Transformasi kata sipamandaq menjadi dasar pembentukan 
identitas Mandar secara politik sangat penting dalam konteks Sulawesi 
Barat. Transformasi makna ini bisa dijadikan sebagai alat budaya untuk 
menolak anggapan orang yang tidak memasukkan beberapa kelompok 
suku (seperti yang disebut diatas) sebagai orang Mandar. Secara factual, 
daerah-daerah yang didiami oleh sub-suku tersebut adalah daerah eks-
kerajaan dalam persekutuan Pitu Baqbana Binanga dan Pitu Ulunna Salu. 
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B. Mandar (Sungai) 
Relasi antara kata Mandar dan Sungai didasarkan pada banyaknya 
sungai yang ada di wilayah Mandar. Salah satu kerajaan besar dalam 
sejarah Mandar yaitu kerajaan Balanipa. Sungai di kerajaan Balanipa ini 
dinamakan sungai Mandar (berada di Tinambung). Laut yang menjorok ke 
muara sungai disebut Teluk Mandar, dan daerah hulu disebut ulu mandar 
atau ulu mandaq. Sampai saat ini, orang-orang Mandar di Balanipa sering 
menggunakan kata mandar untuk merujuk pada sungai. Misalnya 
ungkapan na naungaq di Mandar (saya mau ke sungai) yang diungkapkan 
ketika hendak ke sungai. 
(Abd. Muis Mandra,1986) , pendapat yang menyematkan kata 
Mandar diambil dari sungai tidak terlalu kuat. Secara factual, di 
tanah Mandar terdapat banyak sungai. Hampir semua daerah 
kerajaan masa lalu memiliki sungai-sungai besar maupun sungai 
kecil, dan posisi sungai-sungai tersebut sangat penting untuk 
mendukung keberlansungan kerajaan. Namun, dari berbagai 
sungai yang ada hanya sungai di Kerajaan Balanipa yang disebut 
Mandar. Sungai Maloso, sungai Tubo, sungai Karamaq, dan sungai 
Lariang yang sama bahkan jauh lebih besar tidak dikatakan 
Mandar. 
  
Keraguan tentang otentitas transformasi Mandar dalam konteks 
pemaknaan terhadap sungai dikemukakan pula oleh (R.A. 
Palenkahu,1987). Menurutnya, asosiasi kata Mandar dengan sungai 
bukan khas domestic di Sulawesi. Kata Populer untuk sungai adalah salu, 
salo, jeqne, jenne, binanga, minanga, nimanga, dan rano. Mandar dalam 
arti sungai justru dekat dengan rumpunan bahasa Melayu-Minangkabau 
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yaitu Bandar yang berarti sungai atau dekat dengan bahasa Parsi, Bandar 
yang berarti kota Pelabuhan. Artinya, boleh jadi penamaan sungai dengan 
kata Mandar mendapatkan pengaruh dari relasi perdagangan antara 
Kerajaan Balanipa dengan pendatang dari Minangkabau atau dari 
kerajaan Parsia, yang dimungkinkan terjadi di atas sungai karena jalur 
sungai merupakan alat transportasi utama pada zaman kerajaan dulu. 
Kalau teori ini benar, maka diperkirakan kata ini mulai popular pada abad 
12-13 M tatkala Sriwijaya mulai merosot dan tokoh-tokohnya Hijrah ke 
Timur.   Kemungkinan orang Sriwijaya yang datang ke Pelabuhan ramai di 
Balanipa dan menamakannya Bandar (Lalu berubah menjadi mandar). 
 Legitimasi yang cukup menguatkan asumsi transformasi istilah 
mandar dari sungai mandar adalah  posisi kerajaan Balanipa sebagai ikon 
kerajaan yang ada di tanah mandar karena kebesaran dan kekuatannya. 
Apalagi sungai Balanipa memang memiliki potensi yang sangat strategis 
yang menopang kerajaan Balanipa karena selain dijadikan sebagai alat 
transportasi untuk kepentingan ekonomi dan politik, juga dijadikan sebagai 
sumber air minum bagi sebagian besar masyarakat di kerajaan Balanipa 
saat itu. Bahkan sebagian besar warga percaya bahwa air sungai Mandar 
matawari na panawar (air sungai tersebut tawar dan mempunyai kekuatan 
untuk menyembuhkan penyakit). 
C. Maandar 
Maandar merupakan salah satu kata yang dianggap sebagai akar 
kata Mandar. Maandar atau meander berarti mengantar, membawa atau 
29 
 
mengiringi. Pendapat ini didasarkan pada tuturan atau cerita rakyat pada 
masa lalu. Konon, seorang puteri raja yang diasingkan di sebuah tempat 
dekat hulu sungai (Balanipa) karena penyakit Lepra melahirkan seorang 
anak yang tidak diketahui ayahnya (anak jadah). Menurut keputusan adat, 
anak tersebut harus diserahkan kepada dewata melalui upacara 
tradisional. Anak itu harus dihanyutkan di sungai Balanipa. Prosesi 
penghanyutan bayi tersebut diantar oleh seluruh rakyat yang berbaris di 
dua sisi sungai (maandar). Itulah sebabnya nama kampung di muara 
sungai Balanipa disebut kampung Tambung (bertumpuk) dan kampung 
paqgiling (menoleh atau balik). Tempat bertumpuknya para pengantar dan 
tempat para pengantar pulang. Sedangkan kampung sebelahnya disebut 
kampung paraq dan kekkes. Paraq berarti bakal mati (anak yang akan 
dihanyutkan bakal mati) seperti pohon diparaq (dikeluarkan kulitnya) akan 
mati secara pelan-pelan. Kekkes berarti maju pelang-pelan, yang berarti 
para pengantar pulang secara pelan-pelan. 
Transformasi dari kata maandar ke kata mandar paling kuat di 
antara pendapat lainnya. Data pendukung dari cerita itu sangat 
kuat seperti bukti kampung Tambung, Paqgiling, Paraq dan 
Kekkes, dan cerita tentang hal ini juga ditemukan di Sendana. 
Lembang Mapi dan tempat lainnya. Selain itu, tidak bertentangan 
dengan catatan dalam lontara La Galigo karena cerita ini konon 
terjadi pada zaman pra-sejarah (Abdul Muis Mandra, 1986). 
Hal yang menarik untuk diamati lebih jauh adalah relevansi yang 
kuat antara kata maandar (mengantar) dan  sungai Mandar. Cerita 
tradisional yang dijadikan rujukan teoritik asal kata Mandar memiliki setting 
lokasi pada Sungai Besar yang ada di Balanipa. Boleh jadi, peristiwa di 
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atas menjadi salah satu penyebab, sehingga sungai besar yang ada di 
Balanipa dinamakan sungai Mandar (sungai tempat mengantar). Itu juga 
menjadi alasan mengapa sunga-sungai lain di kawasan Sulawesi Barat 
tidak disebut sungai Mandar, karena peristiwa penghanyutan bayi yang 
diantar oleh rakyat banyak memang hanya terjadi pada sungai di 
Balanipa. 
  Apabila asumsi teoritik ini benar, maka penolakan terhadap 
assosiasi sungai Mandar dengan kata Mandar (seperti yang diasumsikan 
oleh Abd. Muis Mandra) tidak relevan lagi. Peristiwa maandar bayi yang 
dilakukan di sungai Balanipa ditambah dengan pengaruh politik Kerajaan 
Balanipa merupakan asumsi yang menegaskan hubungan kuat antara 
jalinan peristiwa diatas dengan munculnya kata Mandar sebagai identitas 
masyarakat Sulawesi Barat. 
D. Mandarraq 
Mandarraq merupakan salah satu kata yang menjadi asal kata 
mandar. Mandarraq berarti bercahaya atau mengeluarkan cahaya 
kemilau. Konon, pada masa dulu ada seebuah gunung di daerah Sendana 
(Majene) yang selalu mengeluarkan cahaya kemilau seperti emas. Tanah 
gunung itu konon memang bercampur dengan butir-butir tanah yang 
berkilauan. Orang percaya bahwa butir-butir tanah itu adalah butir emas. 
Cahaya yang terpancar dari gunung itu diistilahkan dengan mandarraq. 
Gunung itu dinamakan Gunung Pebulahang dan terdapat di desa 
Ulumandaq (ada pula pendapat yang mengatakan kata Mandar berasal 
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dari nama desa ini) yang berada dalam kerajaan Sendana (sekarang 
berada di kecamatan Ulumandaq). 
Asumsi ini diragukan validitasnya oleh Muis Mandra. Beliau 
menggunakan perspektif teori pengguguran huruf dalam kebiasaan 
Bahasa Mandar. Pengguguran huruf sebanyak tiga huruf (r-a-q) 
tidak pernah terjadi dalam system bahasa Mandar. Selain itu, kata 
mandarraq tidak lazim digunakan, yang lazim adalah pandarraq, 
dan kalau dianggap berasal dari kata pandarraq berarti akan lebih 
banyak lagi huruf yang digugurkan (Abd. Muis Mandra, 1986) 
Pendapat berbeda ditunjukkan oleh Syaiful Sinrang. Ia cenderung 
menyakini bahwa kata Mandar berasal dari kata Mandarraq . Keyakinan 
didasarkan pada cerita rakyat Sendana. Sebelum perundingan 
Tamajarraq yang diadakan di kerajaan Balanipa, kerajaan Sendana yang 
diwakili oleh raja yang bergelar Puatta I Kuqbur bermaksud 
memperlihatkan kekayaan Sendana pada para peserta konferensi, dan 
sekaligus akan diperlihatkan kepada Arajang Balanipa. Kekayaan yang 
dimaksud adalah enam karung batu bercahaya (emas). Karena kekayaan 
ala mini pula lah yang menyebabkan Sendana diangkat sebagai indo 
(dalam persekutuan Pitu Baqbana Binanga). Pada saat pertemuan sudah 
sampai perdebatan tentang nama yang dapat menyatukan berbagai 
kerajaan di Pitu Baqbana Binanga, kerajaan Sendana mengusulkan nama 
Mandarraq (yang kemudian berubah menjadi Mandar) dan kerajaan 
Balanipa menyetujui hal tersebut.  
E. Maqdara 
Ada pula versi menunjukkan bahwa kata Mandar diambil dari kata 
Maqdara (berdarah). Pendapat ini merujuk pada sifat sebagian 
orang Mandar yang keras dan senang berkelahi hingga saling 
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menumpahkan darah (maqdara). Pendapat bersifat sitgmatif dan 
karena itu diduga berasal dari orang-orang luar Mandar. Pendapat 
ini dianggap lemah karena secara rasional tidak mungkin orang 
Mandar menyematkan identitas diri mereka pada sifat negative 
(Abd. Muis Mandra, 1986). 
 
F. Nadara 
Adapula pendapat yang mengatakan bahwa kata Mandar berasal 
dari kata Nadara yang berarti jarang. Mandar merupakan kata tempat 
(ismu makaan) dari kata Nadara yang berarti tempat yang jarang 
penduduknya. Versi ini oleh Mohtar Husain dianggap sangat lemah dan 
tidak memiliki dasar historis. Eksistensi kata Mandar telah ada sejak abad 
6 M (ada pula yang menyatakan bada 9 M) sesuia yang tertulis dalam 
Lontara Galigo. Sementara Islam masuk ke tanah Mandar diperkirakan 
pada abad 17 M. Dengan rentang waktu yang sedemikian panjang dapat 
diduga bahwa pngaruh Islam atau pengaruh bahasa Arab terhadap kata 
Mandar tidak mungkin terjadi.   
 
G. Dhara-Man 
Versi lain tentang kata Mandar adalah versi yang menyebutkan 
adanya pengaruh bahasa Sansekerta/Hindu dari kata Dhara-Man. Versi 
ini diungkapkan oleh H.Sahabuddin Mahmud. Menurutnya, kata Mandar 
terdiri dari dua akar kata yaitu man dan dhar, berasal dari bentuk kata 
dharaman yang berarti mempunyai penduduk. Kata dharaman mengalami 
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proses perubahan bentuk, berganti suku kata, vocal a dan vonem h 
hilang. Dharaman kemudian berubah menjadi Mandar.  
Versi ini sangat sulit dibuktikan validitasnya. Pertama, sejauh ini 
tidak ada catatan yang kuat menunjukkan adanya pengaruh di tanah 
Mandar. Kecuali jejak agama Buddha dapat diketahui dari ditemukannya 
patung perunggu Buddha di Sikendeng. Patung Buddha ini menurut 
penelitian Dr.F.D.K Bosch berasal dari India Selatan. Ini dibuktikan 
dengan kuatnya corak aliran seni Amarawati yang popular di India Selatan 
pada patung tersebut. Kedua, kalaupun pengaruh Hindu benar-benar 
pernah ada di tanah Mandar. Jejak Bahasa Sansekerta pasti 
mempengaruhi penamaan kerajaan-kerajaan dan atau penamaan para 
bangsawan Mandar, bukan hanya berpengaruh pada lahirnya kata 
Mandar saja. 
 Ketujuh versi tentang asal kata Mandar di atas menunjukkan 
adanya pluralitas apresiasi terhadap sejarah Mandar, sekaligus 
menunjukkan adanya semangat yang cukup tinggi dari para budayawan 
dan pemerhati sejarah Sulawesi Barat untuk menelaah dan mengapresiasi 
segala hal tentang Kebudayaan Mandar. Secara epistemologis, berbagai 
perspektif di atas memiliki inspirasi yang berbeda-beda, seperti konteks 
monumental (sipamandaq), cerita rakyat yang menyimpan jejak sejarah 
(maandar, mandarraq), geografi (sungai mandar), sifat masyakat 
(Maqdara), dan agama (nadara,dharaman). 
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Para pemerhati sejarah Mandar tampaknya sepakat bahwa istilah 
kata Mandar telah ada sejak lama. Lontara La Galigo telah 
meneybutkan adanya To Mandar atau orang Mandar. Lonta Galigo 
diyakini ditulis pada abad 6 M (H.Mohtar Husain, t.th:116, Abd. 
Muis Mandra, 1986).  
Artinya, istilah Mandar telah ada sebelum abad 6 M ini. 
Berdasarakan pada konteks ini, pendapat yang mengatakan bahwa kata 
Mandar berasal dari bahasa Sansekerta atau paling tidak mendapat 
pengaruh Bahasa Sanskerta boleh jadi benar, apabila ada bukti sejarah 
yang menunjukkan adanya pengaruh Hindu dalam struktur social 
masyarakat Mandar Kuno. 
 Berdasarkan catatan dari Lontara Galigo itu, beberapa pendapat 
tentang asal kata Mandar yang terjadi setelah abad 6 M ditolak atau 
diragukan kebenarannya. Abd. Muis Mandra, misalnya menolak asumsi 
yang menyatakan bahwa kata Mandar berasal dari sipamandaq atau 
sungai Mandar. Penolakan ini didasarkan pada saat terjadinya peristiwa 
tersebut, yaitu apada abad 17 M jauh setelah lontara Galigo ditulis, 
Kerajaan Balanipa yang memiliki sungai Mandar juga baru berdiri pada 
sekitar abad 16 M dan itu berarti juga memiliki rentang waktu yang sangat 
jauh dari lontara Galigo. Dengan asumsi yang sama, ia menerima dan 
memperkuat asumsi peristiwa maandar anak di sungai sebagai asal kata 
mandar. Peristiwa terjadi konon pada zaman pra sejarah yang berarti jauh 
sebelum penulisan lontara Galigo (Abd. Muis Mandar, 1986) 
 Catatan dalam lontara Galigo juga menjadi titik sejarah yang 
dijadikan asumsi dasar oleh H. Mohtar Husain untuk menolak pendapat 
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yang mangatakan kata Mandar berasal dari peristiwa Luyo dan kata 
Mandar berasal dari Bahasa Arab. Kedua peristiwa ini terjadi jauh 
sesudah lontara Galigo (H. Mohtar Husain, t.th: 114-117). 
 Tentu tidak mudah melacak asal usul kata Mandar yang paling 
otentik., dan tidak mudah menentukan pendapat yang memiliki 
argumentasi paling benar tentang kata Mandar. Masing-masing pendapat 
memiliki asumsinya masing-masing. Boleh jadi berbagai pendapat di atas 
memiliki jalinan cerita yang saling berkaitan satu sama lain. 
 Di antara tujuh pendapat tentang asal kata Mandar, ada tiga 
pendapat yang memiliki argumentasi yang cukup kuat dan dan memiliki 
relevansi yang erat dengan konteks Sulawesi Barat, yaitu sipamandaq 
(saling memperkuat), mandar (sungai), dan maandar (mengantar). Ketiga 
kata ini memiliki momentum yang disepakati oleh semua sejarawan yaitu 
perjanjian Luyo (untuk kata sipamandaq), memiliki jejak sejarah yang 
dapat ditemukan hingga saat ini yaitu sungai Mandar (untuk kata Mandar 
sebagai sungai), dan tuturan yang popular di beberapa daerah yang 
berbeda (untuk kata maandar). Di antara tiga pendapat yang memiliki 
argumentasi yang kuat tersebut, hanya dua pendapat yang benar-benar 
yang memiliki tingkat rasionalitas yang cukup tinggi yaitu pendapat 
tentang sipamandaq dan sungai mandar. Sedangkan kata Maandar yang 
direduksi dari cerita tentang penghanyutan anak yang diantar oleh banyak 
orangmasih membutuhkan pembenaran yang lebih kuat. Tuturan tau 
cerita rakyat bersifat imajinasi atau dongeng yang didasarkan pada 
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tempat-tempat tertentu, dan nama kampung yang ada disekitar sungai itu, 
bisa jadi diambil dari peristiwa lain, bukan dari peristiwa maandar anak 
tersebut. 
Berdasarkan fakta-fakta dan realitas sejarah sebagaimana 
diuraikan diatas menunjukkan bahwa Mandar baik dipandang dari sudut 
wilayah geografis, sosial politik dan budaya maupun dari sudut demografi 
(penduduknya) ternyata kerajaan Balanipa yang sekarang dalam wilayah 
kabupaten Polewali Mandar merupakan inti dari Mandar itu sendiri. Fakta 
sejarah ini sekaligus membantah pernyataan Laica Marzuki dalam 
disertasinya menyebutkan bahwa suku Mandar berjumlah kurang lebih 
200.000 jiwa, mendiami kabupaten-kabupaten Polmas, Majene dan 
Mamuju. Padahal oleh H. Saharuddin dalam bukunya : Mengenal Pitu 
Ba’bana Binanga Mandar dalam Lintasan Sejarah Pemerintahan Daerah 
di Sulawesi Selatan yang ditulis sepuluh tahun lebih dahulu dari disertai 
M. Laica Marzuki, suku Mandar yang mendiami kabupaten-kabupaten 
Polmas, Majene dan Mamuju + lebih 600.000 jiwa. 
Masyarakat Mandar sebagai salah satu kelompok etnis dari empat 
suku bangsa utama yang mendiami kawasan Sulawesi Selatan yaitu : 
Mangkasara’ (orang Makassar), Ugi’ (orang Bugis) mendiami Tana Ugi’ 
(negeri Bugis), Toraya (orang Toraja) mendiami Tanah Toraja, dan 
Mandar (Orang Mandar) mendiami Lita’ Mandar, tanah Mandar (negeri 
Mandar). 
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Eksisitensi masing-masing suku bangsa diatas masih berlangsung 
hingga kini, bahkan mereka tetap mengidentifkasikan dirinya dalam 
berbagai pranata sosial dan budaya. Pranata-pranata itu menumbuhkan 
berbagai sikap dan prilaku yang memberi rasa bangga pada diri masing-
masing suku bangsa tersebut. Realitas seperti itu dapat dilihat pada 
berbagai pola budaya yang tampak pada prilaku mereka sehari-hari. Hal 
tersebut menumbuhkan rasa memiliki berbagai sistem budaya yang 
berbeda dalam pola dan gaya tersebut dinamakan ada’ (adat). 
Perbedaan sistem budaya keempat suku bangsa diatas diwarnai 
oleh letak geografi. Hal ini berpengaruh pada perjalanan dan pertumbuhan 
sejarah masing-masing secara khusus (historical particularism). 
Kekhusuan itu menandai adanya perbedaan penampilan dari berbagai 
elemen budaya yang dapat dilihat pada pola tingkah laku mereka. Namun, 
satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan dapat dibuktikan 
melalui bahasa dan budaya. Pola tingkah laku tersebut merupakan 
cerminan dari Pangngadereng orang Bugis, Pangngadakkang orang 
Makassar, Aluk sola pemali (adat dan pau tangan) orang Toraja dan O 
diada’ O dibiasa (adat dan kebiasaan) orang mandar. 
Elemen-elemen budaya yang mewarnai pola prilaku keempat suku 
bangsa utama di Sulawesi Selatan itu telah berbenturan dengan elemen-
elemen budaya baru, seperti budaya Barat dan budaya modern lainnya 
yang terkadang lebih dominan dijadikan acuan dalam berprilaku bagi 
sebagian kecil masyarakat Mandar. Benturan serupa terjadi terhadap 
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kaidah-kaidah ajaran agama yang dianut dalam masyarakat Mandar, 
bahkan konsep budaya keempat suku utama di Sulawesi Selatan ini 
banyak diwarnai oleh ajaran agama-agama yang dianut oleh masyarakat 
(Islam dan Kristen).  
 
2.3.2 Kepemimpinan Mandar Kepemimpinan Demokrasi 
  Dalam perjalanan sejarah, nilai-nilai budaya lokal yang ada di tiap 
daerah sangat berpengaruh terhadap pola perilaku masyarakatnya tak 
terkecuali pada pola perilaku pemimpin-pemimpin yang ada di daerah 
tersebut.  
Kepemimpinan di Tanah Mandar telah dimulai sejak dulu kala, yaitu 
pada zaman kerajaan. Sebelum kepemimpinan modern seperti sekarang 
ini, prinsip-prinsip kepemimpinan telah diterapkan oleh Raja-raja di tanah 
Mandar. Sejarah Kepemimpinan di Mandar dimulai dengan kepemimpinan 
“I Manyambungi” yang bergelar Todilaling (Raja Kerajaan Balanipa I) 
(abad ke 15). I manyambungi dipilih menjadi raja pertama di Kerajaan 
Balanipa berdasarkan kesepakatan appe banua kaiyyang (empat rumah 
besar) yaitu Napo, Samasundu, Mosso dan Todang-todang. Di bawah 
pemerintahan I Manyambungi, kerajaan Balanipa Mandar berkembang 
menjadi besar dan mempelopori persekutuan Kerajaan Pitu Ulunna 
Salu dan Pitu Ba’bana Binanga yang wilayahnya meliputi daerah Paku 
sampai Suremana (Wilayah Sulawesi Barat). Dalam  kepemimpinannya I 
Manyambungi banyak mewariskan nilai-nilai kepemimpinan yang sarat 
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dengan nilai kesopanan, etika dan akhlak mulia yang menjadi syarat 
utama bagi seorang pemimpin di tanah mandar, hal ini dapat terlihat dari 
pesan yang beliau tinggalkan, yakni : 
“Madondong duambongi anna matea’ mau ana’u mau appou, da 
muannai menjari Mara’dia mua’ tania to namaasayangngi litaq, da 
muannai  dzai’ dipe’uluang mua’ masu’angi pulu-pulunna, mato’dori 
kedzona, , apa iyamo tu’u namarrupu-ruppu’ banua” 
 
Artinya : 
 
“Besok atau lusa manakala saya mangkat, walau dia itu anakku ataupun 
cucuku, janganlah hendaknya diangkat menjadi raja kalau bukan orang 
cinta pada tanah air dan rakyatnya, dan jangan pula diangkat seseorang 
menjadi raja apabila ia mempunyai tutur kata yang kasar, perbuatan dan 
tindakan yang kasar pula, karena orang yang demikian yang akan 
menghancurkan negeri” (Idham, 2008:46 dalam “Local Wisdom”). 
Maraqdia atau raja di tanah mandar dipilih tidak didasarkan pada 
garis keturunan atau dengan kata lain tidak ada istilah putra mahkota di 
kerajaan mandar meskipun garis keturunan juga merupakan salah satu 
faktor dalam pemilihan pemimpin. Calon raja (maraqdia) di kerajaan 
mandar dalam pemilihannya harus melewati beberapa penilaian yaitu 
Makapai, naratang, naindo anna sitinayya yang artinya “baik 
penampilannya, patut, layak dan wajar”. Makapai “penampilan yang baik”, 
seorang calon pemimpin haruslah yang baik penampilannya karena 
penampilan menjadi penilaian pertama masyarakat, seperti yang tertuang 
dalam petuah  
“pelindo-lindo maririo na nacanringo’o pa’banua”   
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Artinya : berpenampilan yang baiklah agar kamu dilamar (disukai) 
oleh masyarakat. (Idham, 2008:54 dalam “Local Wisdom”) 
Tak hanya memiliki penampilan yang baik pemimpin juga harus memenuhi 
syarat yaitu naratang, naindo anna sitinayya, jadi sebelum pemilihan, 
calon pemimpin tersebut harus melewati uji kepatutan dan kelayakan atau 
saat ini lebih dikenal dengan fit and propert test.  
 Prinsip-prinsip kepemimpinan yang baik juga dilontarkan oleh Raja 
Balanipa ke-2 yakni Tomepayung. Beliau mengemukakan syarat-syarat 
yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin, yaitu : 
“Naiya maraqdia, tammatindo di bongi, tarrarei di allo, mandandang 
mata di mamatanna daung ayu, dimalimbonganna rura, 
dimadinginna litaq, diajarianna banne tau, diatepuanna agama” 
 
Makna atau artinya : 
“Seorang raja tidak boleh tidur diwaktu malam, tidak boleh berdiam diri 
dan berpangku tangan diwaktu siang, harus senantiasa memperhatikan 
dan memikirkan (1) kesuburan tanah dan lahan; (2) pertumbuhan 
tanaman, berlimpah ruahnya hasil tambak dan perikanan; (3) aman dan 
damainya masyarakat; (4) sehat dan sejahteranya penduduk; (5) 
Mantapnya kehidupan beragama. (Idham, 2008:44 dalam “Local Wisdom”) 
Selain kelima syarat tersebut, dalam kepemimpinan orang mandar 
diperlukan pula sifat-sifat terpuji lainnya, antara lain ialah : 
“Makkasau pai ditallu tappaq, tappaq lila, tappa gayang, siola tappa 
ataung” 
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Makna daripada penyataan di atas ialah : “Seorang pemimpin harus 
memiliki tiga sifat, yaitu kepandaian berdiplomasi dan berbicara, pintar 
dalam strategi peperangan atau mempunyai keberanian, dan juga 
melakukan strategi perkawinan dengan keturunan raja wilayah yang akan 
ditundukkan” . 
Seiring berjalannya waktu, prinsip kepemimpinan yang mulia yang 
merupakan warisan oleh para pendahulu perlahan-lahan mulai pudar dari 
jiwa para pemimpin di Tanah Mandar. Walaupun begitu masih banyak 
pula yang masih menjunjung nilai-nilai positif kepemimpinan para leluhur. 
Dalam kenyataan memang tidak mudah bagi seorang pemimpin untuk 
memenuhi sifat-sifat kepemimpinan secara sempurna. Bahkan dikatakan 
pemimpin juga harus memiliki sifat samudera dan bumi. Yakni pemimpin 
harus mampu menampung segala permasalahan, tetap sabar dan tenang 
dalam memberikan solusi. Dia juga harus teguh dan kuat pendirian tetapi 
siap pula mendengar masukan dari mana pun untuk dijadikan bahan 
pertimbangan. Sejarah juga sudah membuktikan bahwa hantaman badai 
waktu dan zaman, tidak mampu mengubah sendi-sendi dasar budaya 
yang ada. Dimana bangsa Indonesia berbudaya  kepercayaan pada Yang 
Maha Tinggi, Sang Maha Pencipta serta kebersamaan dalam konteks 
kegotong royongan. 
2.4     Kerangka Konsep 
Sistem nilai budaya merupakan tingkat yang paling tinggi dan 
paling abstrak dari adat istiadat. Hal ini disebabkan karena nilai-nilai 
budaya itu merupakan konsep-konsep mengenai apa yang hidup 
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dalam alam pikiran sebagian besar dari warga suatu masyarakat, 
mengenai apa yang mereka anggap bernilai, berharga dan penting 
dalam hidup sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang 
memberi arah dan orientasi kepada kehidupan para masyarakat tadi ( 
Koentjaraningrat ,1983). 
 
 Sistem nilai budaya adalah suatu rangkaian konsep abstrak yang 
hidup dalam alam pikiran sebagai suatu masyarakat, mengenai apa 
yang harus dianggap penting dan berharga bagi hidupnya, karena itu 
suatu sistem nilai budaya menjadi bagian dari kebudayaan yang 
berperan sebagai pengarah dan pendorong kelakuan manusia. Tetapi 
karena sistem nilai budaya itu hanya merupakan konsep-konsep 
abstrak, tanpa perumusan yang tegas, maka konsep-konsep itu 
biasanya hanya bisa dirasakan, seringkali tidak dapat dinyatakan 
dengan tegas oleh warga masyarakat yang bersangkutan. 
 Budaya mandar adalah budaya yang hidup, tumbuh dan 
berkembang pada masyarakat Polewali Mandar. Dalam jejak sejarah di 
tanah mandar ada banyak nilai-nilai yang lahir dan menjadi prinsip 
hidup masyarakat mandar. Tak terkecuali prinsip-prinsip hidup yang 
diturunkan oleh pemimpin-pemimpin di tanah mandar pada generasi 
penerusnya. Prinsip-prinsip hidup ini sarat akan makna dalam 
menjunjung moral, etika, ketegasan sikap dan keteguhan tekad 
sebagai seorang pemimpin. Salah satu diantara sekian banyak prinsip 
hidup yang diturunkan oleh para leluhur itu adalah “ Pakalaqbiq to 
tondo dai, pakarayai sipatutta, asayangi to tondonaung” yang 
maknanya seorang pemimpin itu harus menghormati orang yang 
43 
 
diatasnya, menghargai yang setara dengannya dan menyayangi orang 
yang ada di bawahanya. Dari prinsip tersebut para leluhur orang 
mandar mengharapkan bahwa pemimpin mandar kedepannya adalah 
orang yang bermartabat (Malaqbiq), yang dapat menghargai 
(sipakaraya) dan orang yang menyayangi rakyat yang dipimpinnya 
(Siamasei). Selain ketiga nilai tersebut orang mandar juga sangat 
memegang teguh nilai Kejujuran (Amalappuang) karena kejujuran 
merupakan sumber segala kebaikan. 
 Nilai budaya mandar yang diyakini dan dianut oleh masyarakatnya 
sangat mempengaruhi gaya kepemimpinan dari para pemimpin di 
tanah mandar. Begitu juga halnya dengan orang yang dipimpin, nilai 
budaya masyarakatnya senantiasa mewarnai pola perilaku dalam 
berinteraksi dengan atasannya. Dengan pemahaman yang baik akan 
nilai budaya mandar diharapkan pemimpin khususnya pemimpin 
pemerintahan di Kabupaten Polewali Mandar dapat dengan mudah 
menetapkan kebijakan-kebijakan strategis penyelenggaraan 
pemerintahan daerah, pembangunan daerah dan peningkatan sumber 
daya manusia di kabupaten Polewali Mandar.   
Berdasarkan beberapa uraian tersebut diatas, maka dapat 
dibuat suatu kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut:  
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Gambar 2.1 Kerangka Konseptual “Analisis Gaya Kepemimpinan 
Pemerintahan dalam Perspektif Budaya Mandar” 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
 Metode penelitian merupakan cara alamiah untuk memperoleh data 
dengan kegunaan dan tujuan tertentu.  Data yang didapat dari penelitian 
ini digunakan untuk memecahkan, memahami serta mengantisipasi 
masalah yang sangat menunjang pada penyusunan hasil penelitian. 
3.1    Lokasi Penelitian 
 Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Polewali Mandar, tepatnya di 
3 kecamatan yaitu Kecamatan Polewali, Kecamatan Wonomulyo dan 
Kecamatan Tinambung. Di tiap kecamatan juga dipilih 3 desa/kelurahan. 
Kecamatan tinambung yaitu Kelurahan Tinambung, Desa Karama dan 
Desa Lekopadis. Kecamatan Wonomulyo yaitu Kelurahan Sidodadi, Desa 
Bumiayu dan Desa Sugihwaras. Kecamatan Polewali yaitu Kelurahan 
Pekkabata, Kelurahan Takatidung dan Kelurahan Darma. 
3.2    Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah aparat pemerintahan dan 
penduduk yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Berdasarkan 
pertimbangan beberapa etnis yang ada di kabupaten Polewali Mandar  
dan untuk digunakan sebagai perbandingan maka sampel dari penelitian 
ini adalah aparat pemerintahan dan masyarakat yang berlatar belakang 
oleh  beberapa etnis yaitu mandar, bugis, mamasa dan jawa. Dimana 
Etnis Mandar diwakili oleh Kecamatan Tinambung, etnis Bugis dan 
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Mamasa di wakili oleh Kecamatan Polewali dan etnis Jawa diwakili oleh 
Kecamatan Wonomulyo. 
 Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah teknik Purposive sampling  yang merupakan suatu metode yang 
sengaja dilakukan dengan pertimbangan bahwa responden/informan yang 
dipilih dianggap banyak mengetahui dan berkompeten terhadap persoalan 
yang diteliti. Sampel atau responden yang dipilih diharapkan merupakan 
keterwakilan dari unsur-unsur aparat pemerintahan dan masyarakat 
berdasarkan etnis-etnis yang ada di Kabupaten Polewali Mandar 
Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah:  
1. Pegawai kantor kecamatan 56 orang 
2. Pegawai kantor kelurahan/desa 26 orang 
3. Masyarakat 100 orang   
 
Sedangkan yang menjadi informan adalah 
1. Bupati Polewali Mandar 
2. Ali Baal Masdar ( Bupati Polewali Mandar Periode 2004-2014)  
3. Camat Polewali 
4. Camat Tinambung 
5. Camat Wonomulyo 
6. Lurah Darma (Kecamatan Polewali) 
7. Lurah Takatidung (Kecamatan Polewali) 
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8. Lurah Pekkabata (Kecamatan Polewali) 
9. Lurah Sidodadi (Kecamatan Wonomulyo) 
10.  Kepala Desa Bumiayu (Kecamatan Wonomulyo) 
11.  Kepala Desa Sugihwaras (Kecamatan Wonomulyo) 
12.  Lurah Tinambung (Kecamatan Tinambung) 
13.  Kepala Desa Karama (Kecamatan Tinambung) 
14.  Kepala Desa Lekopadis (Kecamatan Tinambung) 
15.  H. A. Mukhlis Hannan (Tokoh Masyarakat) 
16.  H. Arifuddin Toppo (Tokoh Masyarakat)    
 
3.3    Teknik Pengumpulan Data 
Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, penulis akan 
mengumpulkan data melalui : 
a. Studi pustaka (Library Research), yaitu dengan membaca 
buku, surat kabar, dokumen-dokumen, Undang–Undang dan 
media informasi lain yang ada hubungannya dengan 
masalah yang diteliti. 
b. Studi lapang (field research), yaitu dengan menggunakan 
teknik Observasi  dan wawancara. Teknik Observasi  yang 
mengadakan pengamatan langsung terhadap objek (lokasi) 
penelitian. Interview (wawancara) yaitu mengadakan tanya 
jawab langsung untuk memperoleh keterangan yang 
diperlukan. Kuesioner, yaitu angket atau daftar pertanyaan 
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kepada responden untuk mendapatkan sejumlah jawaban 
atau sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan persoalan 
penelitian. 
 
3.4     Defenisi Operasional 
Setelah beberapa konsep diuraikan dalam hal yang 
berhubungan dengan kegiatan ini, maka untuk mempermudah 
dalam mencapai tujuan penelitian perlu disusun defenisi 
operasional yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian 
ini antara lain: 
1. Gaya Kepemimpinan Pemerintahan 
- Gaya Kepemimpinan Pemerintahan yaitu pola perilaku 
yang mencakup perilaku perintah dan memberi dukungan 
a. Bagaimana sikap pemimpin dalam pengambilan kebijakan 
untuk pembangunan daerah dan peningkatan kualitas 
sumber daya masyarakat di kabupaten Polewali Mandar. 
2. Budaya Mandar 
Mandar adalah nama suatu suku (etnis) bangsa dan nama 
budaya dalam Lembaga Kebudayaan Nasional dan Lembaga 
Pengkajian Budaya Nasional. Mandar adalah budaya yang 
tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Polewali 
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Mandar. Dalam penelitian ini untuk mengenal lebih dalam 
tentang Budaya Mandar maka akan dibahas beberapa indikator 
a. Nilai-Nilai dan makna yang terkandung dalam nilai-nilai 
Budaya Mandar yaitu Malaqbiq, Amalappuang, Sipakaraya 
dan Siamasei 
b. Petuah-Petuah (Pappissangang) dalam budaya Mandar 
(Mengambil acuan pada Lontara) yaitu “Naiya mara’dia, 
tammatindoi di bongi, tarrarei di allo, mandandang mata : 
dimamatanna daung ayu, dimalimbonganna rura, 
dimadinginna lita’, diayarianna banne tau, diatepuanna 
agama”. 
 
3. Hubungan Antara Budaya Mandar dan Kepemimpinan 
Dalam kebudayaan Mandar ada banyak petuah 
(pappissangang) yang telah banyak diungkapkan oleh para leluhur 
orang mandar dan dituliskan di dalam lontara untuk seorang 
pemimpin agar dapat memimpin masyarakatnya dengan baik. Nilai-
nilai dalam kebudayaan itulah yang akan dianalisis lebih mendalam 
dan dipahami dalam menjalankan proses roda kepemimpinan. 
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3.5      Analisis Data 
Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan 
dukungan data kuantitatif (tabel frekuensi dan hasil uji korelasi beberapa 
variabel yang relevan dengan tujuan penelitian).  Data yang dipakai 
berupa data primer yang berasal dari kuesioner, hasil observasi dan hasil 
wawancara dengan para responden, sedangkan data sekunder 
merupakan data yang diperoleh dari data yang bersumber dari 
administrasi pemerintahan di Kabupaten Polewali Mandar dan literatur 
lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Data tersebut 
akan dianalisis untuk melihat bagaimana keterkaitan antara gaya 
kepemimpinan pemerintahan dalam perspektif budaya mandar . 
Sementara data yang diperoleh dengan menggunakan kuesioner akan 
diolah dengan menggunakan program SPSS 19. 
Sejumlah pertanyaan yang diberi bobot dengan nilai tertinggi 4 
dan terendah 1. Hasil pengolahan skor setiap pertanyaan dibagi dengan 
jumlah responden sehingga didapatkan rata-rata skor. Rumus yang 
digunakan adalah sebagai berikut: 
X   Nilai rata-rata (rerata) =    ∑ f.i 
                                                             n   
Keterangan: 
i     = nilai/ skor, yaitu 1 – 4 
f    = frekuensi (banyaknya responden) 
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Nilai skor rata-rata (rerata) tersebut kemudian dikelompokkan 
dalam tiga kategori, yaitu sebagai berikut:  
1. Digolongkan tinggi ;   
 Rata-rata skor    : > 3 
2. Digolongkan sedang ; 
 Rata-rata skor           : 2 - 3 
3. Digolongkan Rendah ;  
 Rata-rata skor     : < 2  
 
Adapun hasil korelasi kekuatan hubungannya dilihat berdasarkan 
Interval kategorisasi kekuatan hubungan korelasi menurut Jonathan 
arwono. 
  
0 : Tidak ada Korelasi 
0,00 – 0,25 : Korelasi sangat lemah 
0,25 – 0,50 : Korelasi cukup 
0,50 – 0,75 : Korelasi kuat 
0,75 – 0,99 : Korelasi sangat kuat 
1 : Sempurna 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
4.1   Profil Daerah Penelitian 
Untuk mengetahui lebih jauh mengenai daerah penelitian, penulis 
kemudian memberikan gambaran umum daerah penelitian, dimana sangat 
memberikan andil dalam pelaksanaan penelitian terutama pada saat 
pengambilan data, dalam hal ini untuk menentukan teknik pengambilan 
data yang digunakan terhadap suatu masalah yang diteliti. Di sisi lain 
pentingnya mengetahui daerah penelitian, agar dalam pengambilan data 
dapat memudahkan pelaksanaan penelitian dengan mengetahui situasi 
baik dari segi kondisi wilayah, jarak tempuh dan karakteristik masyarakat 
sebagai objek penelitian. 
Kabupaten Polewali Mandar adalah salah satu diantara 6 (enam) 
Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, yang terbentuk berdasarkan UU 
Nomor 26 Tahun 2004. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran ex-
Daerah Swatantra (Afdeling) Mandar yang menjadi 3 kabupaten atau 
daerah tingkat II, yang dimekarkan berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 
1959 yaitu: 
1. Kabupaten Majene, meliputi bekas Swapraja Majene, Swapraja 
Pamboang, dan Swapraja Cenrana (sendana); 
2. Kabupaten Mamuju, meliputi bekas Swapraja Mamuju dan 
Swapraja Tappalang; 
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3. Kabupaten Polewali Mamasa, yang meliputi Swapraja 
Balanipa dan Swapraja Binuang yang termasuk dalam Onder 
Afdeling Polewali dan Onder Afdeling Mamasa. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan 22 Kabupaten/Kota Baru yang terbesar di seluruh wilayah 
privinsi, dua diantara kabupaten/kota itu adalah Kota Palopo dan 
kabupaten Mamasa merupakan hasil pemekaran dari Daerah Tingkat II 
Polewali Mamasa, sehingga kedua onder afdeling Polewali dan Mamasa 
dimekarkan menjadi dua kabupaten terpisah: Kabupaten Polewali Mandar 
dan Kabupaten Mamasa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.1. Peta Kabupaten Polewali Mandar 
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Kabupaten Polewali Mandar yang berada di wilayah provinsi 
Sulawesi Barat beribukota di Polewali terletak antara 3o  4’ 10” – 3o  32’ 
00” Lintang  Selatan  dan  118o  40’  27”  -  119o   29’  41”  Bujur  
Timur.  Batas daerah kabupaten Polewali Mandar adalah sebagai 
berikut : 
o Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mamasa. 
o Di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Majene. 
o Di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Makassar. 
o Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pinrang 
Provinsi Sulawesi Selatan. 
 
Luas wilayah Kabupaten Polewali Mandar tercatat 2.022,30 km2  
yang meliputi 16 (lima belas) kecamatan, dimana Kecamatan Tubbi 
Taramanu dan Kecamatan Bulo merupakan 2 (dua) kecamatan  yang  
terluas  dengan  luas  masing-masing  adalah  356,93  km2   dan  
229,50  km2. Luas kedua kecamatan tersebut 29,58 % dari seluruh 
wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Sementara luas wilayah 
kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Tinambung dengan luas 
21,34 km2 atau 1.06 %. 
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Tabel 4.1.1 
Luas Daerah, Presentase Luas Terhadap Luas Kabupaten, dan  
Jumlah Kelurahan/Desa Dirinci Per Kecamatan  
di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 
Kecamatan 
Luas Wilayah Jumlah 
Kelurahan/ 
Desa 
Luas  
(km2) 
Persentase 
(%) 
1 Tinambung 21,34 1,06 8 
2 Balanipa 37,42 1,85 11 
3 Limboro 47,55 2,35 11 
4 Tubbi Taramanu 356,95 17,65 13 
5 A l l u 228,30 11,29 8 
6 Campalagian 87,84 4,34 18 
7 L u y o 156,60 7,74 11 
8 Wonomulyo 72,82 3,60 14 
9 Mapilli 91,75 4,53 12 
10 Tapango 125,81 6,22 14 
11 Matakali 57,62 2,85 7 
12 Polewali 26,27 1,30 9 
13 Binuang 123,34 6,10 10 
14 Anreapi 124,62 6,16 5 
15 Matangnga 234,92 11,62 7 
16 B u l o 229,50 11,35 9 
J u m l a h 2.022,30 100,00 167 
Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar  
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Berdasarkan hasil proyeksi, pada tahun 2012 penduduk Polewali 
Mandar mencapai 409.648 jiwa terdiri dari 199.682 jiwa laki-laki dan 
209.996 jiwa perempuan dengan 92.895 rumah tangga, maka rata-rata 
jumlah anggota rumah tangga sebesar 4.4 jiwa. Komposisi penduduk 
Kabupaten Polewali Mandar menurut umur sebagai berikut 34,12% 
penduduk usia muda (0-14), 5.25% penduduk usia tua (65 tahun keatas), 
60.6% penduduk usia produktif (15-64 tahun). 
Nilai sex ratio Kabupaten Polewali Mandar sebesar 95,1 berarti 
jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada laki-laki dengan 
perbandingan dari setiap 100 perempuan terdapat 95 orang laki-laki. Jika 
dilihat persebaran penduduk pada tingkat kecamatan, Kecamatan 
Polewali memiliki jumlah penduduk terbesar dengan 57.095 jiwa. 
Kecamatan Polewali sekaligus merupakan kecamatan dengan tingkat 
kepadatan penduduk tertinggi dengan 2.173 jiwa/km2. 
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Tabel 4.1.2 
Jumlah Rumah tangga, Penduduk, dan Kepadatan Penduduk 
Dirinci Per Kecamatan  di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 
No. Kecamatan Rumah 
Tangga (KK) 
Penduduk 
(Jiwa) 
Kepadatan 
(Jiwa/ km2) 
1 Tinambung 4.931 23.153 1.085 
2 Balanipa 5.287 24.583 657 
3 Limboro 4.180 17.272 363 
4 Tubbi Taramanu 4.326 19.067 53 
5 Alu 2.822 12.331 54 
6 Campalagian 11.963 53.926 614 
7 L u y o 6.137 27.795 177 
8 Wonomulyo 11.379 46.726 642 
9 Mapilli 6.284 27.767 303 
10 Tapango 5.427 22.421 178 
11 Matakali 5.002 22.141 384 
12 Polewali 12.657 57.095 2.173 
13 Binuang 7.054 31.450 255 
14 Anreapi 2.129 9.622 77 
15 Matangnga 1.242 5.232 22 
16 Bulo 2.075 9.067 40 
 Jumlah 92.895 409.648 203 
Sumber data : Polewali Mandar dalam Angka tahun 2013 
Kabupaten Polewali Mandar merupakan kabupaten yang didiami 
oleh beberapa etnis, beberapa etnis mayoritas tersebut adalah etnis 
mandar, bugis, jawa, dan mamasa. Berdasarkan pertimbangan beberapa 
etnis tersebut  dan  digunakan sebagai perbandingan maka penelitian ini 
dilakukan di 3 kecamatan dimana Etnis Mandar diwakili oleh Kecamatan 
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Tinambung, etnis Bugis dan Mamasa di wakili oleh Kecamatan Polewali 
dan etnis Jawa diwakili oleh Kecamatan Wonomulyo.  
 
 a.  Kecamatan Tinambung. 
  Hampir Dari semua jumlah penduduk Kecamatan 
Tinambung merupakan etnis Mandar. Dengan luas kira – kira 
sekitar 21,34 km2  Yang keadaan Geografisnya lebih banyak 
berupa  daerah pesisir. Berkaitan dengan mata pencarian 
penduduk cukup bervariasi mulai dari Nelayan, Petani, 
Pedagang ,Pegawai, dan Industri Rumah Tangga. Khusus 
untuk industri rumah tangga, di kecamatan Tinambung 
memiliki prospek yang cukup baik seperti Sarung Sutra 
Mandar, Pemintalan Tali, Pemecahan Kemiri, Dan Minyak 
Goreng. 
  Sedangkan untuk tingkat pendidikan masyarakat di 
kecamatan Tinambung kesadaran akan pendidikan sudah 
cenderung meningkat walaupun hanya sampai pada tingkat 
SMA. 
 Batas wilayah. 
 Sebelah utara      : Kabupaten Majene 
 Sebelah Selatan  : Kecamatan Balanipa 
 Sebelah Barat     : Selat Makassar 
 Sebelah Timur    : Kecamatan limboro 
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b.  Kecamatan Wonomulyo 
 Secara Geografis kecamatan Wonomulyo  Juga 
merupakan daerah pesisir yang berupa dataran yang 
luasnya 72,34 km2 yang hampir setengah merupakan ladang 
pertanian. Mata pencarian penduduk cukup bervariasi mulai 
dari  Petani, Pedagang ,Pegawai, dan Industri. Sektor 
pertanian menjadi unggulan dikecamatan ini dipelopori oleh 
para transmigran dari jawa. Kecamatan Wonomulyo juga 
satu – satunya Kecamatan tempat mayoritas dari etnis jawa 
bermukim. 
  Batas wilayah. 
 Sebelah utara          : Kecamatan Mapilli 
 Sebelah Selatan      : Kecamatan Matakali 
 Sebelah Barat          : Selat Makassar 
 Sebelah Timur     : Kecamatan Bulo dan 
Tapango 
 
c.  Kecamatan Polewali 
  Kecamatan Polewali merupakan ibukota Kabupaten 
Polewali Mandar. Kecamatan Polewali memiliki luas 26,27 
km2 . Mayoritas penduduk di kecamatan polewali bekerja 
sebagai pegawai negeri sipil hal ini didasari karena 
kecamatan polewali merupakan daerah administratif di 
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kabupaten Polewali Mandar. Kecamatan polewali juga 
merupakan daerah yang menjadi tujuan utama para 
pendatang itulah sebabnya di kecamatan Polewali ada 
berbagai etnis. Penduduk etnis bugis dan mamasa yang ada 
di kabupaten Polewali Mandar mayoritas bertempat tinggal di 
Kecamatan Polewali. 
 Batas wilayah. 
 Sebelah utara          : Kecamatan Matakali 
 Sebelah Selatan      : Kecamatan Binuang 
 Sebelah Barat          : Selat Makassar 
 Sebelah Timur         : Kecamatan Anreapi 
 
4.1.1. Keadaan Sosial Budaya 
1.  Pendidikan 
Salah satu upaya pemerintah daerah dalam rangka 
mengembangkan dan meningkatkan SDM melalui pendidikan 
adalah realisasi program wajib belajar 12 tahun.  Melalui program 
ini diharapkan tercipta sumber daya manusia yang siap 
mengembangkan diri untuk bersaing di era globalisasi. Polewali 
Mandar senantiasa berupaya menciptakan masyarakat terdidik. Hal 
ini dapat diamati, antara lain melalui peningkatan jumlah sarana di 
sekolah tingkat dasar maupun tingkat menengah. Setiap tahun, 
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jumlah murid/siswa dari TK hingga tingkat perguruan tinggi 
mengalami peningkatan. 
Pada tingkat Sekolah Dasar terdapat 326 sekolah dengan 
3.552 guru yang mengajar 51.286 murid. Sementara pada jenjang 
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama terdapat 78 sekolah dengan 
1.198 guru yang mengajar 16.848 murid sedangkan pada jenjang 
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas terdapat 12 sekolah dengan 443 
guru yang mengajar 6.095 murid.  
Jumlah fasilitas pendidikan di Kabupaten Polewali Mandar 
berturut-turut dari taman kanak-kanak sampai sekolah lanjutan 
tingkat atas masing-masing terdapat sebanyak 109 unit sekolah 
taman kanak-kanak, 326 unit sekolah dasar, 78 unit sekolah 
lanjutan tingkat pertama, 35 unit sekolah lanjutan tingkat atas dan 
sederajat. 
Tabel 4.1.1.1 
Jumlah Sekolah/Perguruan Tinggi, JumlahMurid/Mahasiswa, 
 dan Jumlah Guru/Dosen per Jenjang PendidikanTahun 2013 
No Jenjang 
Pendidikan 
Sekolah/ Perguruan 
Tinggi 
Guru/Dosen 
Murid/ 
Mahasiswa 
1. TK 109 516 4.527 
2. SD 326 3.542 51.268 
3. SLTP 78 1.198 16.848 
4. SLTA 35 1.021 14.832 
5. Perguruan Tinggi 4 194 2.609 
Sumber : Polewali Mandar Dalam Angka 2013 
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2.  Kesehatan 
Upaya pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas 
kesehatan terus mengalami peningkatan. Tenaga kesehatan 
seperti dokter dan bidan merupakan sumber daya manusia yang 
sangat dibutuhkan.  
Sampai dengan tahun 2012 di Kabupaten Polewali Mandar 
terdapat 4 rumah sakit, yang terdiri dari 1 Rumah Sakit Umum 
Daerah (RSUD) dan 1 rumah sakit ABRI dan 2 rumah sakit 
bersalin. Sedangkan fasilitas kesehatan yang lain di Polewali 
Mandar terdapat 20 puskesmas, 72 puskesmas pembantu dan 86 
Poskesdes. 
Disamping sarana kesehatan, sumber daya manusia 
dibidang kesehatan juga menentukan keberhasilan pembangunan 
dibidang kesehatan. Jumlah tenaga kesehatan pada tahun 2012 
mencapai 558 orang yang terdiri dari dokter umum 35 orang , 
dokter gigi 12 orang, perawat 209 orang, bidan 211 orang, farmasi 
17 orang dan 74 tenaga non medis. 
 
3.   Agama 
Perkembangan pembangunan di bidang spiritual dapat 
dilihat dari banyaknya sarana peribadatan masing-masing agama. 
Walaupun sebagian besar penduduk Polewali Mandar beragama 
Islam namun sarana peribadatan agama lain tetap ada. Dalam 
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tahun 2012 jumlah sarana peribadatan yang ada sebagai berikut : 
tempat peribadatan agama Islam terdiri dari 763 mesjid dan 39 
mushola, tempat peribadatan agama Kristen yang terdiri dari 
Kristen Prostestan dan Katolik masing-masing berjumlah 45 gereja 
dan 9 gereja. Secara garis besar, pada tahun 2012 jumlah 
penduduk di Kabupaten Polewali Mandar menurut agama yang 
dianutnya adalah 379.847 umat Islam, 10.682 umat Kristen 
Protestan, 4.217 umat Katolik,  dan 4 umat Hindu. 
 
4.1.2. Visi Misi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar 
 Visi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. 
Sebagaimana tertera dalam Pola Dasar Pembangunan 
(Poldas) Visi Kabupaten Polewali Mandar adalah sebagai 
berikut : 
“ Terwujudnya Kemandirian Masyarakat Polewali Mandar 
Bernafaskan Ajaran Agama Dan Nilai-Nilai Budaya 
Sipamandar” 
Visi ini mengandung pengertian yang luas, dan 
merupakan gambaran aspirasi dan cita-cita masyarakat 
Kabupaten Polewali Mandar, yaitu : 
1.   Bermakna pengelolaan terhadap komponen yang dapat 
membawa institusi pemerintahan dalam hal ini Kabupaten 
Polewali Mandar untuk lebih maju. Unsur-Unsur tersebut adalah 
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Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha (swasta). Ketiga 
unsur inilah yang dapat membangun Kabupaten Polewali 
Mandar. Apabila ada unsur yang terlalu dominan dan yang lain 
didominasi maka akan terjadi disharmonisasi atau fungsi 
pemerintahan tidak berjalan, termasuk menurunya tingkat 
kepercayaan masyarakat. Itulah yang terlihat selama ini sebagai 
kenyataan. Pemerintah terlalu dominan sehingga unsur yang 
lain menjadi terpenggirkan. Sebutlah masyarakat dan dunia 
usaha yang menjadi penonton dan semakin merosotnya 
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya. Olehnya 
fungsi fasilitator pemerintah diharapkan mampu menata daerah 
dalam membangun daerah. 
2.  Bermakna bahwa manajemen pengelolaan pemerintahan 
adalah bagaimana membangun kepercayaan publik 
(masyarakat). Membangun kepercayaan pemerintah di mata 
masyarakatnya kami anggap sangat penting oleh karena 
pemerintah adalah komponen utama dalam menata kehidupan 
masyarakat Pengalaman selama ini masyarakat masih 
ditempatkan komponen terpisah dari pemerintahan, sehingga 
interaksi tidak tergabung dengan baik. Pemerintahan yang baik 
dan terpercaya pada prinsipnya dapat dibangun dari adanya 
proses pelibatan yang sangat tinggi antara semua institusi yang 
ada. Kepercayaan bagi suatu pemerintahan adalah merupakan 
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aset yang tidak terlihat tetapi sangat bernilai. Pemerintahan 
yang tidak akseptabel akan membawa berbagai akibat termasuk 
didalamnya adalah pengembangan atau penolakan Kebijakan-
kebijakan yang dihasilkan, sebab pemerintahan yang tidak 
terpecaya akan tidak efektif dalam membuat keputusan. 
Pemerintahan yang tidak dipercaya juga akan berakibat pada 
rendahnya daya saing daerah, lambatnya proses pertumbuhan 
ekonomi daerah, dan yang paling fundamental adalah hilangnya 
keteraturan dan kepercayaan publik yang seharusnya tercipta di 
setiap daerah. 
Dengan demikian Pemerintahan yang baik dan 
terpercaya pada prinsipnya adalah kunci dari semua yang 
seharusnya diciptakan oleh pemerintah dan akan menjadi 
penentu utama dalam menjalankan program-program 
pembangunan lainnya. Proses penyelenggaraan pemerintah 
dimasa mendatang tidak hanya milik penyelenggara 
pemerintahan saja, tetapi menjadi milik dari tiga unsur utama 
yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Ketiganya 
mempunyai kedudukan yang sejajar.  
3.  Indikator Pemerintahan yang baik dan terpercaya dalam Visi ini 
adalah kemampuan pemerintah Polewali Mandar untuk 
menciptakan suatu nilai berupa nilai Keterbukaan mulai dari 
penataan agenda kebijakan sampai pada implementasi 
66 
 
kebijakan, nilai kebutuhan dan manfaat terutama bagi 
masyarakat, akuntabel, mampu mengembangkan nilai 
demokratisasi, dapat menciptakan nilai pemberdayaan 
masyarakat, serta kemampuan untuk memberikan kesempatan 
yang seluas-luasnya bagi setiap individu dan organisasi untuk 
mengakses berbagai peluang untuk pembangunan di daerah.  
4. Bernafaskan ajaran agama dan nilai-nilai budaya sipamandar 
dimaksudkan bahwa program pembagunan daerah yang 
dilaksanakan oleh komponen pemerintah, swasta pembangunan 
daerah yang dilaksanakan oleh komponen pemerintah, swasta 
dan masyarakat dilaksanakan dengan bertumpu pada nilai-nilai 
budaya lokal yang sesuai dan mampu sinergis dengan nilai dan 
kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah. Proses revitalisasi 
budaya hendaknya menjadi semangat dan warna dalam 
pembangunan daerah. Nilai budaya dalam otonomi daerah 
menjadi hal yang utama sebab pembangunan hendaknya 
sesuai dengan semangat dan kebutuhan tiap daerah. 
Berdasarkan nilai agama dimaksudkan bahwa 
pembangunan yang diarahkan pada penciptaan pemerintahan 
baik dan terpercaya dilaksanakan dengan melihat kesesuaian 
pada nilai dan semangat keagamaan. Nilai dan semangat 
tersebut tidak terlepas dari makna makro akan keridhoan dan 
kesyukuran masyarakat Polewali Mandar akan karunia Tuhan 
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Yang Maha Esa terhadap Sumber Daya yang ada dan yang 
diberikan. 
Dari gambaran tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa 
pada prinsipnya Visi kabupaten Polewali Mandar yaitu berusaha 
membangun suatu pemerintahan yang baik dan dapat 
dipercaya sebagai sebuah persyaratan terselenggaranya suatu 
fungsi pemerintahan yang akan menyelenggarakan suatu siklus 
kegiatan pembangunan yang akhirnya dapat membangun 
masyarakat Polewali Mandar yang sejahtera, maju dan mandiri 
dengan di dasari oleh nilai-nilai agama dan budaya yang dianut 
oleh masyarakat Polewali Mandar. 
 
 Misi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. 
Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Polewali Mandar 
menuju kondisi yang diharapkan  maka  ditetapkan  misi  
sebagai berikut : 
1. Menjadikan ajaran agama dan nilai-nilai budaya sebagai 
acuan dan sumber kearifan dalam berintegrasi dengan 
tatanan kehidupan global. 
2. Melaksanakan agenda “Reformasi” berdasarkan prinsip-
prinsip  demokrasi, transparansi dan akuntabilitas. 
3. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah yang 
bebas dari praktek: Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.  
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4. Penegakan supremasi hukum dan HAM untuk tumbuh 
dan berkembangnya kualitas kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara. 
5. Pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana serta 
memaksimalisasi sektor-sektor unggulan dalam 
mengembangkan perekonomian masyarakat.  
6. Meningkatkan SDM dan pemberdayaan aparat dan 
masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah yang 
bertumpu pada kemandirian lokal. 
7. Mengaktualisasikan prinsip-prinsip kesetaraan dalam 
setiap bentuk kemitraan pembangunan serta 
menciptakan iklim yang kondusif untuk memacu 
kehidupan perekonomian daerah. 
8. Mengembangkan Kabupaten Polewali Mandar sebagai 
daerah agropolitan dalam mengantisipasi pasar global. 
 
 Strategi dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Polewali 
Mandar 
Untuk sukses dalam menjalankan kebijakan di atas akan 
sangat ditentukan pada strategi pendekatan yang digunakan 
dalam menjalankan roda pembangunan di Kabupaten Polewali 
Mandar. Untuk itu, kami dalam lima tahun kedepan akan 
menjalankn strategi yaitu : 
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1. Strategi Perubahan Managemen (Change Management) 
Pemerintahan 
Yaitu suatu pendekatan yang menekankan 
pentingnya perubahan dalam pengelolaan pemerintahan di 
Daerah dengan mengedepankan prinsip pemberdayaan 
masyarakat ketimbang mengerjakan sendiri urusan daerah; 
 
2.     Strategi Pertumbuhan dan Pengembangan 
Yaitu strategi pengembangkan daerah dengan melihat 
potensi-potensi pertumbuhan dan dapat dikembangkan 
sebagai potensi dan aset daerah; 
 
3.   Strategi Partisipatif 
Dilaksanakan dengan pelibatan secara aktif 
sebanyak-banyaknya komponen masyarakat dalam proses 
pembangunan; 
 
4.    Strategis Kemitraan dan Networking 
Yaitu strategi pembangunan daerah yang berbasis 
kerjasama saling menguntungkan dengan berbagai 
komponen, serta pengembangan jaringan yang berdampak 
positif untuk pembangunan daerah; 
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5.    Koordinasi Fungsional 
Yaitu strategi pembangunan daerah yang 
terkoordinasi dengan baik sesuai posisi dan kewenangan 
masing-masing dan didukung oleh operasional manajemen 
pemerintahan yang terkoordinasi dan berjalan fungsional 
sesuai tugas yang telah ditetapkan. 
 
6.   Ketaatan Hukum dan Undang-Undangan 
Yaitu Strategi pembangunan daerah yang senantiasa 
berpedoman pada segala aturan yang ada dan telah ditetapkan, 
hal ini dibutuhkan dalam rangka membangun ketaatan pada 
hukum oleh semua komponen pembangunan dan diharapkan 
akan mampu menciptakan suatu sistem keteraturan. 
Sesuai dengan strategi diatas dan dengan tetap 
mengacu kepada Visi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, 
maka dirumuskan arah kebijakan pembangunan dalam lima 
tahun kedepan, khususnya dalam menciptakan pemerintahan 
baik dan terpercaya diarahkan pada  : 
1. Implementasi Kebijakan dan Kewenangan Daerah dalam 
pelaksanaan Undang--Undang No 22 pasal 11 dan dengan 
pemantapan pengembangan dan pembangunan daerah 
pada 11 kewenangan. Pemantapan kerangka berupa 
penguatan dan peningkatan bagi terlaksananya 
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penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan terpercaya 
meliputi sebelas bidang pemerintahan yaitu meliputi 
pekerjaan Umum, Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan, 
Pertanian, Perhubungan, Industri dan Perdagangan, 
Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanahan, 
Koperasi dan Tenaga Kerja dengan tujuan untuk mendorong 
pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan 
peran serta masyarakat, meningkatkan pendapatan daerah 
serta mengembangkan peran dan fungsi lembaga 
pemerintahan, politik dan kemasyarakatan yang ada, 
khususnya DPRD sebagai lembaga strategis dalam 
merumuskan kebijakan tersebut. 
2. Mendorong dengan jalan mendukung operasionalisasi 
kebijakan pusat berupa penyelenggaraan kewenangan 
sesuai pasal 29 No 22 tahun 1999 bidang politik Luar Negeri, 
Pertahanan Keamanan, Peradilan, Moneter dan Fiskal, 
Agama. ini dimaksudkan agar daerah secara langsung harus 
terlibat mendukung proses kebijakan pembangunan 
nasional, dalam rangka stabilitas yang berjangka panjang 
dalam pembangunan. 
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4.2.  Karakteristik Responden 
  
 Pada Bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa teknik penarikan 
sampel yang digunakan dalam peneltian ini adalah teknik Purposive 
sampling  yang merupakan suatu metode yang sengaja dilakukan dengan 
pertimbangan bahwa responden/informan yang dipilih dianggap banyak 
mengetahui dan berkompeten terhadap persoalan yang diteliti. 
Karakteristik responden dalam penelitian bukan merupakan 
representatif dari populasi dalam penelitian tentang pergeseran 
karakteristik pemerintahan desa di Kabupaten Polewali Mandar.  
Karakteristik responden sengaja diangkat untuk membantu mengetahui 
karakteristik serta identitas responden yang menjadi obyek penelitian.  Hal 
ini juga akan mempermudah dalam menyelesaikan masalah-masalah 
yang peneliti angkat di dalam penelitian ini. Oleh karena itu maka peneliti 
memandang penting adanya karateristik dan identitas responden sebagai 
bagian dalam pembahasan ini. 
Rhodes (Gomes, 2000) mengungkapkan bahwa pekerja yang 
berusia agak tua cenderung berkinerja rendah dibanding yang berusia 
muda. Gejala ini tidak hanya terjadi pada organisasi-organisasi 
profesional, tetapi pada setiap organisasi termasuk organisasi pemerintah. 
Umur responden dalam penelitian ini didasarkan atas pertimbangan 
bahwa faktor umur dapat memberi implikasi terhadap kinerja dan 
pandangan responden atas kepemimpinan pemimpinnya. Dari hasil 
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penelitian diketahui bahwa tingkat rata-rata umur responden terbesar 
pada usia yang produktif, yakni berkisar diantara 30-50 tahun.  
 
 
Untuk lebih jelasnya distribusi responden berdasarkan kelompok 
usia dapat dilihat pada tabel 4.2.1   
Tabel 4.2.1 
Distribusi usia responden pegawai kantor kecamatan dan  masyarakat 
Usia 
Pegawai Kantor 
Kecamatan 
Masyarakat 
Frequency percent Frequency Percent 
20-30 10 17.9 31 24.6 
31-40 22 39.3 35 27.8 
41-50 18 32.1 41 32.5 
>50 6 10.7 19 15.1 
Total 56 100, 126 100 
Sumber: hasil olah data primer 2014 
 Pada table 4.2.1 menunjukkan bahwa umur responden 20-30 
tahun untuk pegawai sebanyak 10 responden dengan persentase 17,9%, 
sedangkan untuk masyarakat di usia tersebut sebanyak 31 responden 
dengan persentase 24,6%. Usia 31-40 tahun pegawai sebanyak 22 
responden dengan persentase 39.3% sedangkan untuk masyarakat  35 
responden dengan persentase 27,8%. Di usia 41-50 tahun untuk pegawai 
sebanyak 18 responden dengan persentase 32,1% sedangkan untuk 
masyarakat  sebanyak 41 responden dengan persentase 32,5%. Untuk 
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usia >50 tahun pegawai sebanyak 6 responden dengan persentase 10,7% 
sedangkan untuk masyarakat 19 responden dengan persentase 15.1%.  
Tabel 4.2.2 
Distribusi responden menurut jenis kelamin pegawai kantor kecamatan 
dan masyarakat 
Sumber: hasil olah data primer 2014 
Pada table 4.2.2 menunjukkan bahwa jenis kelamin pegawai kantor 
kecamatan responden laki – laki sebanyak 32 dengan persentase 57,1% 
dan perempuan 24 dengan persentasi 42,9%. Sedangkan untuk 
masyarakat responden laki – laki sebanyak 82 orang dengan persentase 
65,1% dan untuk perempuan sebanyak 44 responden dengan persentase 
34,9%. 
Selain pengaruh usia, Tingkat pendidikan juga memiliki kaitan 
dengan tingkat kemampuan responden dalam mengamati dan 
menanggapi pemimpinnya dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal ini 
didasarkan pada asumsi bahwa responden yang memiliki pendidikan yang 
tinggi akan mampu memahami, menjawab dan bertindak atas persoalan 
yang ada di daerah.  Sejalan dengan itu, dalam tabel 4.2.3 menunjukkan 
Jenis 
kelamin 
Pegawai Kantor 
Kecamatan 
Masyarakat 
Frequency Percent Frequency Percent 
Laki-laki 32 57,1 82 65,1 
Perempuan 24 42,9 44 34,9 
Total 56 100,0 126 100,0 
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bahwa besar frekuensi yang tidak tamat SD 0,5%, tamat SD 1%,  tamat 
SMP 13,7%, tamat SMA sebanyak 37,9%, Diploma 14,8 %, S1 31,3% dan 
S2 sebanyak 0,5% . Dari distribusi tingkat pendidikan yang ada pada tabel 
4.2.3 menunjukkan bahwa tamat SMA keatas merupakan responden 
tebesar, sehingga bisa dikatakan bahwa kualitas responden cukup 
mewakili jika dilihat dari segi pendidikan.  
Tabel 4.2.3. 
Distribusi responden menurut tingkat pendidikan masyarakat 
2.  
3.  
4.  
 
 
 
 
  
Sumber: hasil olah data primer 2014 
 
Pekerjaan pokok juga merupakan profesi yang dikerjakan oleh 
responden yang bertempat tinggal di desa. Profesi ini penting untuk 
mengetahui tentang tingkat pembangunan yang ada di daerah dimana 
penelitian dilaksanakan. Pada tabel 4.2.4 menunjukkan bahwa pekerjaan 
responden yang terbanyak adalah PNS yaitu sebesar 25,4%, kemudian 
Tingkat Pendidikan Frequency Percent 
Tidak Tamat SD 1 0.6 
SD 2 1,1 
SMP 25 13,7 
SMA 69 37,9 
 DIPLOMA 27 14,8 
 S1 57 31,3 
 S2 1 0,6 
TOTAL 182 100,0 
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Pedagang/Wiraswasta 19,8%, IRT, tokoh Masyarakat dan pekerjaan 
lainnya juga 19,8%, Nelayan 14,3%, Petani 13,5% dan yang paling kecil 
adalah pensiunan TNI, POLRI dan PNS sebesar 2,4% dan sopir/tukang 
ojek 4,8%.  
 
Tabel 4.2.4 
Distribusi responden menurut pekerjaan masyarakat 
5.  
6.  
Sumber: hasil olah data primer 2014 
 
Selain faktor usia, pendidikan dan pekerjaan, faktor etnis juga 
berpengaruh pada tanggapan responden dalam memberikan penilaian 
terhadap kinerja pemimpin di daerahnya. Hasil penelitian diketahui bahwa 
mayoritas responden beretnis mandar. Untuk lebih jelasnya distribusi 
responden berdasarkan kelompok etnis dapat dilihat pada tabel 4.2.5. 
Pekerjaan Frequency Percent 
Petani 17 13,5 
Nelayan 18 14.3 
Sopir /  Tukang Ojek 6 4.8 
PNS 32 25.4 
Pedagang/Wiraswasta 25 19.8 
Pensiunan,tni,polri 3 2,4 
Lainnya 
(IRT, Tokoh Masyarakat, 
dll) 
25 19.8 
Total 126 100,0 
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Tabel 4.2.5 
Distribusi responden menurut Etnis 
Etnis 
Pegawai Kantor 
Kecamatan 
Masyarakat 
Frequency Percent Frequency Percent 
Mandar 37 66.1 64 50.8 
Jawa 6 10.7 32 25.4 
Bugis 12 21.4 20 15.9 
Lainnya 1 1.8 10 7.9 
Total 56 100, 126 100 
Sumber: hasil olah data primer 2014 
 
Pada tabel 4.2.5 menunjukkan bahwa responden yang beretnis 
mandar adalah yang terbanyak yaitu 37 responden pegawai kantor 
kecamatan dengan persentase 66.1% dan masyarakat sebanyak 64 
responden dengan persentase 50.8%, responden yang beretnis jawa 
sebanyak 6 responden dengan persentase 10,7% pada pegawai kantor 
kecamatan dan 32 responden dengan persentase 25.4% pada 
masyarakat. Etnis bugis sebanyak 12 responden dengan persentase 
21.4% pegawai kantor kecamatan dan 20 responden dengan persentase 
15.9% masyarakat, sedangkan etnis yang lainnya yaitu mamasa dan 
pattae sebanyak 1 responden dengan persentase 1.8% untuk pegawai 
kecamatan dan 10 responden dengan persentase 7.9% untuk 
masyarakat. 
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4.3   Gaya Kepemimpinan Pemerintahan di Kabupaten Polewali 
Mandar 
Kepemimpinan pada hakekatnya merupakan produk situasional. 
Dalam hubungan ini, keberhasilan kepemimpinan di suatu daerah 
sebenarnya akan lebih banyak ditentukan oleh faktor-faktor situasi seperti: 
karakteristik masyarakat yang dipimpin, pekerjaan, kebudayaan setempat, 
kepribadian kelompok, dan bahkan waktu yang dimiliki oleh pemimpin. 
Kata pemimpin, kepemimpinan serta kekuasaan memiliki 
keterikatan yang tak dapat dipisahkan. Karena untuk menjadi pemimpin 
bukan hanya berdasarkan suka satu sama lainnya, tetapi banyak faktor. 
Pemimpin yang berhasil hendaknya memiliki beberapa kriteria yang 
tergantung pada sudut pandang atau pendekatan yang digunakan, 
apakah itu kepribadiannya, keterampilan, bakat, sifat – sifatnya, atau 
kewenangannya yang dimiliki yang mana nantinya sangat berpengaruh 
terhadap teori maupun gaya kepemimpinan yang akan diterapkan. 
Gaya Kepemimpinan mengandung pola perilaku dari seseorang 
yang mencoba untuk mempengaruhi orang lain. Hal itu mencakup 
perilaku perintah (tugas) dan perilaku memberi dukungan 
(hubungan). Perilaku perintah membantu anggota kelompok 
mencapai tujuan dengan memberi perintah, mencapai tujuan dan 
metode evaluasi, menetapkan tenggat waktu, menetapkan peran, 
dan menunjukkan cara mencapai tujuan (Peter , 2013) 
 
(Hersey dan Blanchard,1992) berpendapat bahwa gaya 
kepemimpinan pada dasarnya merupakan perwujudan dari tiga 
komponen, yaitu pemimpin itu sendiri, bawahan, serta situasi di 
mana proses kepemimpinan tersebut diwujudkan. 
 Adapun pola perilaku kepemimpinan yang ditunjukkan oleh 
pemimpin pemerintahan di Kabupaten Polewali Mandar dalam 
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menggerakkan suatu organisasi pemerintahan dapat dilihat pada tabel 
4.3.1 sampai tabel 4.3.11.  
 
Tabel 4.3.1 
Pelibatan rekan kerja/bawahan dalam menetapkan kebijakan 
Indikator Frekuensi 
Skor Persentase 
(%) Nilai Total 
Selalu 
Sering 
Kadang-kadang 
Tidak pernah 
7 
4 
1 
0 
4 
3 
2 
1 
28 
12 
2 
0 
58.3 
33.3 
8.3 
0 
Total 12  42 100 
Sumber: hasil olah data primer 2014 
X =    ∑ f.i    
                                n   
=  42    = 3.5 
    12 
   
Pada tabel 4.3.1 secara umum kita dapat melihat bahwa camat dan 
lurah/kepala desa dalam menentukan kebijakan dinilai tinggi. Ini terlihat 
dari hasil penelitian yang menunjukkan 7 orang informan dengan 
persentase 58,3% selalu melibatkan rekan kerja  dalam penetapan suatu 
kebijakan, 4 orang informan sering melibatkan rekan kerja dalam 
penetapan kebijakannya dan 1 orang informan yang kadang-kadang 
melibatkan rekan kerja dalam penetapan suatu kebijakan. Hal ini sesuai 
dengan yang disampaikan oleh Lurah Tinambung 
80 
 
 ”Semua staf dalam pengambilan kebijakan harus dilibatkan agar 
tercapai suatu mufakat, tapi pelibatan staf dalam pengambilan kebijakan 
juga harus sesuai dengan kondisi dimana kebijakan tersebut akan 
dikeluarkan” ( Hasil Wawancara tanggal 18 januari 2014). 
 
 Penetapan kebijakan dengan melibatkan bawahan adalah hal yang 
selalu dilakukan oleh seorang pemimpin. Dalam penetapan suatu 
kebijakan harus didahului oleh proses perumusan kebijakan itu sendiri. 
Proses perumusan kebijakan pemerintahan sering ditemui adanya 
perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan, perbedaan cara mencapai 
tujuan, maupun konflik antar anggota organisasi yang bersangkutan yang 
mengakibatkan munculnya konflik-konflik. Di lain pihak, perumusan suatu 
kebijakan akan lebih mudah dipahami bila menggunakan suatu 
pendekatan atau model tertentu (Islamy, 2007). Model formulasi kebijakan 
tersebut akan membantu dalam memahami interaksi antara politik, 
pemerintahan formulasi kebijakan dan lingkungan yang 
mempengaruhinya. Untuk merumuskan kebijakan dengan baik, sangat 
dipengaruhi oleh adanya perumusan masalah kebijakan yang tepat 
melalui pengamatan, pengelompokan dan pengkhususan masalah 
kebijakan. 
Baik atau buruknya sebuah kebijakan yang ditetapkan tergantung 
pada bagaimana kerjasama (komunikasi) antara pemimpin dan bawahan. 
Berdasarkan hasil penelitian di 3 kecamatan yang berbeda di Kabupaten 
Polewali Mandar, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penetapan 
sebuah kebijakan pemerintahan bawahan atau masyarakat selalu 
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dilibatkan. Hal ini dilakukan karena mengingat kebijakan yang akan 
ditetapkan tersebut berdasarkan kebutuhan masyarakat dan masyarakat 
pula yang akan merasakan hasil dari kebijakan tersebut. Kebijakan 
tersebut pun tidak akan keluar dari rel nilai-nilai budaya yang sudah hidup 
dan berkembang dalam masyarakat.  
Ada beberapa kebijakan yang telah ditetapkan yang saat ini sangat 
berdampak bagi kehidupan masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar 
dan juga memberi kontribusi pada pengembangan budaya baik itu pada 
semakin tertanamnya nilai-nilai budaya mandar dalam diri masyarakat 
maupun pada penambahan pemasukan daerah. Kebijakan tersebut antara 
lain memakai pakaian yang bercorak mandar (corak lipa sa’be, sandeq dll) 
untuk ke kantor, festival budaya mandar yang diadakan untuk 
memperingati hari jadi Polewali Mandar, penguatan nilai-nilai sipamandar 
dan pengembangan usaha kecil dan menengah (usaha lipa sa’be, 
makanan tradisional baje’ dan pemintalan tali). 
 Selanjutnya pada tabel 4.3.2 diperoleh hasil penelitian bahwa baik 
lurah/kepala desa maupun camat yang menjadi informan dalam penelitian 
ini memperlihatkan hasil yang juga cukup baik dalam merespon saran dan 
kritik yang diberikan oleh orang lain. 
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Tabel 4.3.2 
Pemimpin merespon dengan baik saran dan kritik yang diberikan oleh 
bawahan dan masyarakat 
 
Indikator Frekuensi 
Skor Persentase 
(%) Nilai Total 
Selalu 
Sering 
Kadang-kadang 
Tidak pernah 
5 
4 
3 
0 
4 
3 
2 
1 
20 
12 
6 
0 
41.7 
33.3 
25.0 
0 
Total 12  38 100 
Sumber: hasil olah data primer 2014 
X =    ∑ f.i    
                                n   
=  38    = 3.16 
    12 
  
Hal ini juga sesuai dengan penilaian pegawai kantor kecamatan 
Tabel 4.3.3 di daerah di mana penelitian ini dilakukan yaitu kecamatan 
tinambung, kecamatan wonomulyo dan kecamatan polewali. Hasil yang 
didapatkan menunjukkan bahwa penilaian pegawai kantor kecamatan 
terhadap camatnya termasuk dalam kategori tinggi dengan nilai rerata 
3.21. Penilaian yang senada juga diperlihatkan oleh masyarakat (Tabel 
4.3.4), nilai rerata 3.11 merupakan kategori tinggi dengan 75 orang 
responden dari masyarakat menjawab bahwa pemimpin sering merespon 
dengan baik saran atau kritik yang diberikan oleh masyarakat. 
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Tabel 4.3.3 
Penilaian pegawai kecamatan terhadap pemimpin dalam penerimaan  
saran dan kritik 
 
Indikator Frekuensi Skor Persentase 
(%) Nilai Total 
Selalu 
Sering 
Kadang-kadang 
Tidak pernah 
24 
20 
12 
0 
4 
3 
2 
1 
96 
60 
24 
0 
42.9 
35.7 
21.4 
0 
Total 56  180 100 
Sumber: hasil olah data primer 2014 
X =    ∑ f.i    
                                n   
=  180    = 3.21 
    56 
Tabel 4.3.4 
 
Penilaian masyarakat terhadap pemimpin dalam penerimaan  
saran dan kritik 
 
Indikator Frekuensi 
Skor Persentase 
(%) Nilai Total 
Selalu 
Sering 
Kadang-kadang 
Tidak pernah 
33 
75 
18 
0 
4 
3 
2 
1 
132 
225 
36 
0 
26.2 
59.5 
14.3 
0 
Total 126  393 100 
Sumber: hasil olah data primer 2014 
X =    ∑ f.i    
                                n   
=  393    = 3.11 
    126 
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 Organisasi pemerintahan merupakan sistem kegiatan terkoordinasi 
dari kelompok orang yang bekerjasama mengarah pada tujuan bersama 
dibawah kewenangan dan kepemimpinan. (Siagian, 1988), memberi 
pengertian kepemimpinan sebagai kemampuan dan keterampilan 
seseorang yang menduduki jabatan sebagai pimpinan satuan kerja untuk 
mempengaruhi perilaku orang lain, terutama bawahannya untuk berpikir 
dan bertindak sedemikian rupa sehingga melalui perilaku yang positif ia 
memberikan sumbangsih nyata dalam pencapaian tujuan 
organisasi.(Kartono, 1999) menegaskan sikap moral pemimpin adalah 
sikap yang bertanggung jawab moral, berdasarkan otonomi, yang 
menuntut agar dirinya selalu bersikap kritis dan realistis. Sikap kritis 
tersebut perlu ditujukan kepada macam-macam kekuatan, kekuasaan dan 
otoritas yang terdapat di masyarakat. Dengan adanya sikap kritis dan 
kontrol sosial dari masyarakat beserta sanksi-sanksi sosialnya, diharapkan 
dibangun pola hidup sejahtera yang lebih bebas dari penderitaan dan 
ketidak-adilan, agar masyarakat bisa hidup lebih baik. 
 Merespon dengan baik saran dan kritik yang diberikan baik oleh 
bawahan ataupun masyarakat adalah hal yang harus dilakukan oleh 
seorang pemimpin. Menciptakan sebuah kepemimpinan yang etis dalam 
suatu organisasi pemerintahan diperlukan dan sangat penting demi 
keberlangsungan pemerintahan yang baik dan tercipta hubungan yang 
baik dengan masyarakat. Menunjukkan kepemimpinan yang etis penting 
untuk menunjukkan moral yang baik dalam proses penyelenggaraan 
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pelayanan publik, berdasarkan nilai-nilai, norma-norma, aturan-aturan 
yang berlaku, sehingga dijadikan panutan dan dapat diikuti oleh bawahan 
dalam melaksanakan tugasnya. 
 Kepemimpinan pemerintahan di Kabupaten Polewali mandar 
menunjukkan sebuah kepemimpinan etis yang baik, sesuai dengan hasil 
penelitian menunjukkan hasil yang baik bahwa saran dan kritik oleh 
masyarakat direspon dengan baik oleh pemimpin dan hal tersebut juga 
diperkuat dengan penelitian yang dilakukan terhadap masyarakat dan 
pegawai kecamatan, berdasarkan kuesioner menunjukkan bahwa 
pemimpin pemerintahan di kabupaten polewali mandar memang 
merespon dengan baik saran dan kritik yang diberikan oleh bawahannya. 
Saran dan kritik tersebut biasanya akan direspon dan selanjutnya akan 
dibahas dalam musyawarah-musyawarah desa dengan melibatkan 
masyarakat lain termasuk tokoh masyarakat. Hasil dari musyawarah 
tersebut apabila dipandang akan menghasilkan sesuatu yang baik untuk 
masyarakat selanjutnya akan ditetapkan menjadi sebuah kebijakan yang 
manfaat dari kebijakan tersebut dapat dirasakan langsung oleh 
masyarakat. 
 
Pemimpin dalam suatu organisasi pemerintahan memainkan 
peranan penting terutama dalam hal mengendalikan bawahan atau para 
pegawainya. Dalam suatu organisasi pemerintahan sudah pasti 
mempunyai suatu visi dan misi dan dan untuk mewujudkan visi dan misi 
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tersebut tergantung pada kemampuan pemimpin yang bersangkutan 
untuk menggerakkan dan mengkoordinasikannya. Disini tercermin bahwa 
betapa besar peranan kepemimpinan dalam suatu organisasi karena 
salah satu tugas yang sangat sulit adalah mengkoordinasikan manusia 
yang dipimpinnya kearah tujuan dan sasaran organisasi. Untuk mencapai 
hasil yang maksimal dalam mencapai visi dan misi tersebut di kabupaten 
Polewali Mandar khususnya di 3 kecamatan daerah penelitian, peneliti 
melalui observasi mendapatkan pengamatan bahwa di kantor-kantor 
pemerintahan  sebelum memulai aktivitas diadakan apel pagi dimana 
dalam apel pagi ini pegawai atau bawahan diberikan arahan-arahan 
sebelum mereka bekerja. Hal ini juga tergambar melalui hasil penelitian 
pada tabel 4.3.5  yang di dapatkan bahwa pemberian arahan kepada 
bawahan sebelum mereka bekerja masuk dalam kategori tinggi, dengan 7 
informan yang memilih opsi sering memberikan arahan kepada bawahan 
sebelum bekerja.  
Tabel 4.3.5 
Pemberian arahan oleh pemimpin kepada bawahan sebelum bekerja 
Indikator Frekuensi 
Skor Persentase 
(%) Nilai Total 
Selalu 
Sering 
Kadang-kadang 
Tidak pernah 
4 
7 
1 
0 
4 
3 
2 
1 
16 
21 
2 
0 
33.3 
58.3 
8.3 
0 
Total 12  38 100 
Sumber: hasil olah data primer 2014 
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X =    ∑ f.i    
                                n   
=  38    = 3.16 
    12 
 
 Hasil penelitian tersebut juga diperkuat dengan opsi jawaban yang 
diberikan oleh bawahan dalam hal ini pegawai kecamatan dan 
masyarakat. Mereka berpendapat bahwa lurah/kepala desa dan camat 
sering memberi arahan hal-hal apa yang seharusnya dilakukan (tabel 
4.3.6) dan bagi masyarakat pemimpin juga sering memberi tahu hal-hal 
apa saja yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat demi kemajuan desa 
(tabel 4.3.7).   
 
Tabel 4.3.6 
Pemberian arahan kerja oleh camat sebelum bekerja 
Indikator Frekuensi Skor Persentase 
(%) Nilai Total 
Sering 
Kadang-kadang 
Jarang 
Tidak pernah 
34 
19 
2 
1 
4 
3 
2 
1 
102 
57 
4 
1 
60.7 
39.3 
5.4 
1.8 
Total 56  164 100 
Sumber: hasil olah data primer 2014 
X =    ∑ f.i    
                                n   
=  164    = 2,92 
    56 
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Tabel 4.3.7 
Pemimpin memberitahu warga hal-hal yang dilakukan demi kemajuan 
desa/kelurahan 
Indikator Frekuensi 
Skor Persentase 
(%) Nilai Total 
Selalu 
Sering 
Kadang-kadang 
Tidak pernah 
74 
48 
3 
1 
4 
3 
2 
1 
296 
144 
6 
1 
58.7 
38.1 
2.4 
0.8 
Total 126  447 100 
Sumber: hasil olah data primer 2014 
 
X =    ∑ f.i    
                                n   
=  447    = 3.54 
    126 
 
 Kepemimpinan akan berjalan dengan efektif apabila seorang 
pemimpin mampu memberikan arahan, evaluasi dan koreksi terhadap 
usaha-usaha yang dilakukan oleh bawahan dalam mencapai tujuan 
organisasi. Tanpa kepemimpinan hubungan antara tujuan perseorangan 
dengan tujuan organisasi mungkin akan menjadi bias dan kurang tepat 
sasaran, keadaan ini menimbulkan suatu kondisi dimana bawahan bekerja 
dengan kurang efektif dan efisien serta dapat mengganggu keseluruhan 
kegiatan organisasi dalam pencapaian sasarannya. 
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 Dalam suatu organisasi pemerintahan setiap bawahan memiliki 
fungsi dan tugas masing-masing. Untuk menjalankan fungsi dan tugas 
tersebut secara maksimal berdasarkan hasil observasi oleh peneliti 
didapatkan bahwa pemimpin di kabupaten Polewali Mandar memberikan 
arahan kerja pada masing-masing bawahannya sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. Hal ini juga dapat dilakukan dengan efektif karena di kantor-
kantor pemerintahan diciptakan suasana yang nyaman dan beberapa 
bentuk motivasi kepada bawahan. Dengan mengetahui fungsi dan tugas 
serta ditunjang oleh lingkungan kerja yang nyaman maka pelayanan 
publik di kantor pemerintahan pun berjalan dengan maksimal dan efisien.  
Dalam proses kepemimpinan, motivasi merupakan sesuatu yang 
esensial dalam kepemimpinan, karena memimpin adalah memotivasi. 
Motivasi merupakan suatu proses psikologi yang mencerminkan antara 
sikap, kebutuhan, persepsi dan keputusan yang terjadi pada diri 
seseorang dan motivasi merupakan sebuah proses psikologi yang timbul 
karena diakibatkan oleh faktor-faktor dari dalam maupun dari luar, hal ini 
timbul karena ransangan atau insentif. 
 Seorang pemimpin harus bekerja bersama-sama dengan orang 
lain atau bawahannya, untuk itu diperlukan kemampuan memberikan 
motivasi kepada bawahan. Kepemimpinan mempunyai kaitan yang erat 
dengan motivasi, sebab keberhasilan seorang pemimpin dalam 
menggerakkan orang lain dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan 
sangat bergantung kepada kewibawaan, dan juga pemimpin itu di dalam 
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menciptakan motivasi di dalam diri setiap orang bawahan, kolega maupun 
atasan pemimpin itu sendiri. 
Ada banyak bentuk motivasi yang dapat diberikan oleh seorang 
pemimpin terhadap bawahannya seperti memberi dorongan bagi pegawai 
untuk berusaha lebih giat baik secara individu maupun secara kelompok, 
promosi jabatan bagi staf yang berprestasi dan memberikan penghargaan 
bagi pegawai yang memiliki kemampuan lebih (Camat Wonomulyo : 
wawancara tanggal 21 januari 2014).  
 
Bentuk motivasi yang paling sering ditunjukkan oleh pemimpin 
adalah memberi penghargaan atau rewards  kepada bawahan yang 
menunjukkan kemampuan lebih. Pada tabel 4.3.8 diperoleh hasil 
penelitian melalui 12 informan (pemimpin) dengan kategori tinggi dimana 5 
informan memilih opsi sering memberikan penghargaan kepada 
bawahannya, 4 informan memilih opsi selalu dan 3 informan memilih opsi 
kadang-kadang memberi penghargaan bagi bawahannya yang 
berkemampuan lebih. 
Tabel 4.3.8 
Pemimpin memberikan penghargaan kepada bawahan 
atas hasil kerja yang baik 
Indikator Frekuensi 
Skor Persentase 
(%) Nilai Total 
Selalu 
Sering 
Kadang-kadang 
4 
5 
3 
4 
3 
2 
16 
15 
6 
33.3 
41.7 
25 
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Tidak pernah 0 1 0 0 
Total 12  37 100 
Sumber: hasil olah data primer 2014 
X =    ∑ f.i    
                                n   
=  37    = 3.08 
    12 
Pemotivasian terhadap bawahan ini banyak macamnya seperti 
pemberian kompensasi yang layak dan adil. Memberikan motivasi 
dimaksudkan agar apapun yang menjadi kebutuhan bawahan dapat 
terpenuhi lalu diharapkan para bawahan dapat bekerja dengan baik dan 
merasa senang dengan semua tugas yang diembannya. Dengan hal 
tersebut maka bawahan akan merasa senang dengan pekerjaannya, akan 
timbul rasa saling mengahargai dengan rekan kerja sehingga suasana 
kerja yang kondusif dapat tercipta, pada akhirnya bawahan pun akan 
secara suka rela dan bersungguh-sungguh memberikan kemampuan 
terbaiknya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang 
diembankan kepadanya, dan ini berarti disiplin kerjalah yang akan 
ditunjukkan oleh pegawai karena termotivasi dalam melaksanakan 
tugasnya. 
Berhasil atau gagalnya seorang pemimpin dalam menjalankan 
kepemimpinan tak hanya ditentukan oleh masyarakat dan bawahan yang 
menilainya secara langsung tapi juga tergantung bagaimana pemimpin 
tersebut dapat menilai keberhasilan atau kegagalan dirinya sendiri.  Pada 
tabel 4.3.9 digambarkan bagaimana pemimpin menilai dirinya sendiri 
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dalam berhasil atau gagalnya dia memimpin dengan melihat bagaimana 
kebanggaan yang ditunjukkan oleh masyarakat atas hasil 
kepemimpinannya. Diperoleh hasil bahwa kebanggan masyarakat atas 
hasil kinerja pemimpin ini tergolong tinggi dengan 8 orang informan 
menjawab bahwa penilaian masyarakat tinggi dan 4 informan menjawab 
bahwa hasil penilaian masyarakat atas hasil kinerjanya sangat tinggi.  
 
Tabel 4.3.9 
Penilaian pemimpin terhadap kebanggan masyarakat 
atas hasil kinerjanya 
Indikator Frekuensi 
Skor Persentase 
(%) Nilai Total 
Sangat Tinggi 
Tinggi 
Rendah 
Tidak ada 
4 
8 
0 
0 
4 
3 
2 
1 
16 
24 
0 
0 
33.3 
66.7 
0 
0 
Total 12  40 100 
Sumber: hasil olah data primer 2014 
X =    ∑ f.i    
                                n   
=  40    = 3.33 
    12 
  
Penilaian pemimpin terhadap dirinya tersebut juga dijawab dengan 
tingkat kepuasaan pegawai kantor kecamatan dengan kepemimpinan 
camatnya (Tabel 4.3.10) yang juga tergolong tinggi dengan 37 responden 
memilih opsi puas dengan kepemimpinan camat, 15 responden memilih 
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opsi sangat puas dan ada 4 responden yang memilih opsi kurang puas 
atas kepemimpinan camat.  
 
 
Tabel 4.3.10 
Tingkat Kepuasan pegawai kecamatan atas kepemimpinan Camat 
Indikator Frekuensi Skor Persentase 
(%) Nilai Total 
Sangat Puas 
Puas 
Kurang Puas 
Tidak Puas 
15 
37 
4 
0 
4 
3 
2 
1 
60 
111 
8 
0 
26.8 
66.1 
7.1 
0 
Total 56  179 100 
Sumber: hasil olah data primer 2014 
X =    ∑ f.i    
                                n   
=  179    = 3.19 
    56 
 
Hasil berbeda ditunjukkan oleh tingkat kepuasaan masyarakat 
terhadap kepemimpinan lurah/kepala desa. Hasil olah data yang 
ditunjukkan tergolong kategori sedang dengan 96 responden mengaku 
puas dengan kepemimpinan lurah/kepala desa, 12 orang memilih opsi 
puas dan 18 orang memilih opsi kurang puas.  
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Tabel 4.3.11 
Tingkat Kepuasan masyarakat atas kepemimpinan Lurah/Kepala Desa 
Indikator Frekuensi 
Skor Persentase 
(%) Nilai Total 
Sangat Puas 
Puas 
Kurang Puas 
Tidak Puas 
12 
96 
18 
0 
4 
3 
2 
1 
48 
288 
36 
0 
14.3 
76.2 
14.3 
0 
Total 126  372 100 
Sumber: hasil olah data primer 2014 
 
X =    ∑ f.i    
                                n   
=  372    = 2.95 
    126 
 
 Kepuasan kerja dapat didefenisikan sebagai perasaan positif 
seseorang tentang pekerjaannya seperti perasaan senang, tidak senang 
atau tidak puas. Pengertian ini menunjukkan aspek-aspek yang penting 
dalam suatu pekerjaan yang memperlihatkan perasaan seseorang tentang 
setiap aspek yang dapat mempengaruhi pekerjaannya sehingga 
menimbulkan perasaan puas atau tidak puas. Faktor yang dimaksud 
dapat berupa kepuasan terhadap sifat pekerjaan, kepuasan terhadap 
atasan, kepuasan terhadap gaji dan upah dan sebagainya.  
Dari hasil penelitian menunjukkan bawaha tingkat kepuasan baik 
masyarakat maupun pegawai kecamatan terhadap pemimpinnya termasuk 
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pada kategori tinggi. Kepuasan atas kinerja pemimpin ini didapatkan 
karena dalam lingkungan kerja pegawai kecamatan merasa nyaman, 
masyarakat pun merasakan lingkungan hidup yang aman dan nyaman, 
saran dan kritik dapat direspon dengan baik oleh pemimpin serta 
penetapan kebijakan-kebijakan yang sesuai dan kebutuhan masyarakat 
dan pegawai kecamatan.  
Adapun opsi kurang puas yang diberikan oleh masyarakat 
berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti terjadi pada 
kelurahan-kelurahan di kecamatan polewali. Berbeda dengan Kepala desa 
yang dipilih langsung oleh masyarakat, di kecamatan polewali 
penempatan lurah didasarkan pada kebijakan pemimpin yaitu bupati 
sehingga masyarakat yang ada di beberapa kelurahan di kecamatan 
polewali merasa bahwa lurah hanya menjalankan kinerja pada aspek 
administrasi, kesejahteraan warga kurang diperhatikan, hal ini senada 
dengan yang disampaikan oleh salah satu responden bahwa lurah yang 
memimpin di daerah tempat tinggalnya sudah 4 tahun memimpin tapi 
lurah tersebut tidak pernah memantau langsung keadaan masyarakat dan 
daerah yang dipimpinnya. 
  Dari beberapa aspek yang telah digambarkan tentang bagaimana 
perilaku-perilaku pemimpin pemerintahan di kabupaten Polewali Mandar 
dan didukung oleh data hasil penelitian melalui kuisioner terhadap 
pegawai pemerintahan dan masyarakat maka diperoleh gambaran bahwa 
pemimpin pemerintahan di kabupaten Polewali Mandar selalu melibatkan 
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rekan kerja dan masyarakat dalam pengambilan kebijakan, saran dan 
kritik selalu direspon dengan baik, memberikan arahan sebelum bekerja, 
dan memberikan motivasil kerja yang baik, maka disimpulkan bahwa gaya 
kepemimpinan pemerintahan di Kabupaten Polewali Mandar cenderung 
pada gaya kepemimpinan Demokratis. 
Gaya kepemimpinan demokratis adalah kemampuan 
mempengaruhi orang lain agar mau bekerjasama untuk mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan dengan cara berbagai kegiatan yang akan dilakukan 
ditentukan bersama antara pimpinan dan bawahan. Pemimpin yang 
demokratis biasanya memandang peranannya selaku koordinator dan 
integrator dari berbagai unsur dan komponen organisasi. Pemimpin 
menempatkan dirinya sebagai pengontrol, pengatur dan pengawas dari 
organisasi tersebut dengan tidak menghalangi hak-hak bawahannya untuk 
berpendapat.  
Demokrasi telah menjadi pilihan bagi hampir semua bangsa di 
dunia, tak terkecuali bangsa Indonesia khususnya di Kabupaten Polewali 
Mandar sendiri. Di antara bangsa-bangsa itu perbedaannya terletak pada 
tingkat perkembangannya. Ada bangsa yang sudah sedemikian maju 
dalam berdemokrasi dan ada yang masih dalam pertumbuhan. 
Di samping itu ada perbedaan latar belakang sosial-budaya yang 
berpengaruh terhadap corak demokrasi di masing-masing negara.  
 Gaya kepemimpinan demokratis di kabupaten Polewali Mandar 
bukan hanya karena dipengaruhi oleh sistem pemerintahan di Indonesia 
97 
 
tapi juga merupakan warisan leluhur di tanah mandar. Tapi dalam kondisi 
kekinian gaya kepemimpinan demokratis dan sistem pemerintahan 
demokrasi itu sendiri sudah tak berjalan dengan semestinya. Sudah 
banyak celah-celah yang merusak tatanan dari sistem demokrasi tersebut 
dan yang membuat celah tersebut tak sedikit adalah pemimpin-pemimpin 
daerah itu sendiri yang menyebabkan krisis kepemimpinan yang semakin 
bobrok.  
 Krisis kepemimpinan membuat rakyat kehilangan kepercayaan 
kepada sebagian besar pemimpinnya; pemimpin politik, pemimpin 
ekonomi, pemimpin sosial, dan pemimpin agama mereka. Berlakunya UU 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kepala daerah 
dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah  atau disingkat Pilkada. Berhubungan dengan itu 
setelah digagaskan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang 
Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim 
pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Otonomi daerah 
yang berdiri dengan asas decentralization dengan tujuan untuk bisa 
melahirkan pemimpin-pemimpin daerah yang berkompeten dan bisa peka 
terhadap masyarakat daerah itu sendiri, namun justru sebaliknya hingga 
saat ini pemimpin daerah masih belum bisa mencapai kesuksesan untuk 
memperbaiki daerahnya, apalagi berada di daerah yang APBD nya sangat 
minim, tentuk akan sulit dalam melaksanakan kebijakan dari segi 
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pembangunan di masyarakat. Bahkan memunculkan kasus-kasus baru 
yakni raja-raja kecil yang mempunyai kekuasaan, bukan hanya itu kasus 
hukum yang tadinya berada di level pemerintahan pusat berkembang ke 
pemerintahan daerah. Jumlah kepala daerah yang tersangkut kasus 
hukum saat menduduki jabatannya semakin meningkat. Tak hanya kasus 
hukum yang semakin pelik untuk diselesaikan muncul kekuasaan pada 
raja-raja kecil ini juga sangat berpengaruh pada proses penetapan 
kebijakan di daerah. 
 
4.4  Hubungan antara Gaya Kepemimpinan dan Budaya Mandar 
Peter F. Drucker mengungkapkan bahwa kepemimpinan tak 
terlepas dari kaitan budaya (kultur) yang disandang oleh masyarakat yang 
dilayaninya. Kultur itu bahkan tampil sebagai bagian terpadu dalam 
keseluruhan kepemimpinan itu, menjadi semacam bingkai yang lazim 
disebut gaya (style). Di Indonesia ada banyak macam budaya yang 
tumbuh di tiap daerah, budaya ini tumbuh dengan corak masing-masing 
dan menghasilkan nilai-nilai yang berpengaruh terhadap sikap dan pola 
perilaku masyarakatnya tak terkecuali pada pemimpin di daerah tersebut. 
Dalam penelitian ini untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan 
antara gaya kepemimpinan pemerintahan dan budaya mandar penulis 
melihat hubungannya melalu uji data spss dengan korelasi antara 
variabel-variabel gaya kepemimpinan dan variabel-variabel budaya 
mandar. Dari hasil uji data melalui informan camat dan lurah/ kepala desa 
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didapatkan hasil bahwa ada hubungan antara gaya kepemimpinan dan 
budaya mandar (Tabel 4.4..1) 
Tabel 4.4.1 
   Hubungan antara Gaya Kepemimpinan dan Budaya Mandar 
   (Informan Pemimpin) 
 
Gaya 
Kepemimpinan 
Budaya 
Mandar 
Gaya 
Kepemimpinan 
Pearson 
Correlation 
1 -,408 
Sig. (2-tailed)  ,495 
N 5 5 
Budaya Mandar Pearson 
Correlation 
-,408 1 
Sig. (2-tailed) ,495  
N 5 5 
Sumber: hasil olah data primer 2014  
Pada tabel 4.4.1 berdasarkan hasil uji statistik menggunakan 
Pearson Product Momen dapat digambarkan bahwa terdapat hubungan 
antara gaya kepemimpinan dan budaya mandar dengan nilai sig. (2-tailed) 
sebesar 0,495 yang artinya ada hubungan dan korelasi cukup yaitu 
sebesar 0,408 (r = 0,408). 
Hasil data yang sama juga didapatkan pada korelasi antara gaya 
kepemimpinan dan budaya mandar dengan responden pegawai kantor 
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kecamatan dan masyarakat, hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.4.2 dan 
tabel 4.4.3 
Tabel 4.4.2 
   Hubungan antara Gaya Kepemimpinan dan Budaya Mandar  
(Responden pegawai kantor kecamatan) 
 
Gaya 
Kepemimpinan 
Budaya 
Mandar 
Gaya 
Kepemimpinan 
Pearson 
Correlation 
1 ,667 
Sig. (2-tailed)  ,219 
N 5 5 
Budaya Mandar Pearson 
Correlation 
,667 1 
Sig. (2-tailed) ,219  
N 5 5 
Sumber: hasil olah data primer 2014  
 
Pada tabel 4.4.2 berdasarkan hasil uji statistik dengan pearson 
dapat digambarkan bahwa terdapat hubungan antara gaya kepemimpinan 
dan budaya mandar dengan nilai sig. (2-tailed) sebesar 0,219 yang artinya 
ada hubungan dan korelasi kuat yaitu sebesar 0,667 (r = 0,667). Pada 
hasil uji statistik dengan responden masyarakat tabel 4.4.3 didapatkan 
hasilnya yang sama dengan hasil korelasi dengan informan pemimpin 
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yaitu terdapat hubungan dengan nilai sig. (2-tailed) sebesar 0,495 dan 
korelasi cukup yaitu sebesar 0,408 (r=0,408). 
Tabel 4.4.3 
   Hubungan antara Gaya Kepemimpinan dan Budaya Mandar 
   (Responden Masyarakat) 
 
Gaya 
Kepemimpinan 
Budaya 
Mandar 
Gaya 
Kepemimpinan 
Pearson 
Correlation 
1 -,408 
Sig. (2-tailed)  ,495 
N 5 5 
Budaya Pearson 
Correlation 
-,408 1 
Sig. (2-tailed) ,495  
N 5 5 
Sumber: hasil olah data primer 2014  
Dari hasil uji data stastik spss menggunakan korelasi dapat ditarik 
kesimpulan bahwa ada hubungan antara gaya kepemimpinan dan budaya 
mandar meskipun dalam kondisi kekinian menunjukkan bahwa hubungan 
antara budaya mandar dan gaya kepemimpinan itu sudah tak lagi kuat.  
Adanya hubungan antara gaya kepemimpin dan budaya mandar 
dapat tergambar dengan jelas dari sikap dan pola perilaku yang 
ditunjukkan baik pemimpin yang beretnis mandar maupun yang beretnis 
selain mandar. Sikap dan pola perilaku yang dijadikan acuan dalam 
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penelitian ini merupakan turunan dari salah satu nilai budaya mandar yang 
kemudian menjadi prinsip hidup oleh pemimpin di mandar. Prinsip hidup 
tersebut adalah “ Pakalaqbiq to tondo dai, pakarayai sipatutta, asayangi to 
tondonaung” yang maknanya seorang pemimpin itu harus menghormati 
orang yang diatasnya, menghargai yang setara dengannya dan 
menyayangi orang yang ada di bawahanya. Dari prinsip dapat tergambar 
dengan jelas bahwa pemimpin di mandar adalah orang yang bermartabat 
(Malaqbiq), yang dapat menghargai (sipakaraya) dan orang yang 
menyayangi rakyat yang dipimpinnya (Siamasei). Selain ketiga nilai 
tersebut orang mandar juga sangat memegang teguh nilai Kejujuran 
(Amalappuang) karena kejujuran merupakan sumber segala kebaikan. 
Malaqbiq atau bermartabat merupakan pola perilaku utama yang 
wajib dimiliki oleh seorang pemimpin, dengan kemaqlaqbiannya 
seseorang pemimpin tidak akan hanya diakui karena kecerdasannya tapi 
dia akan dipandang oleh masyarakat sebagai panutan. Untuk melihat 
penerapan nilai malaqbiq dalam diri seorang pemimpin, peneliti 
menurunkan menjadi beberapa indikator yaitu bagaimana seorang 
pemimpin dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, 
bagaimana pemimpin berkomitmen, berlaku adil untuk bawahan dan tegas 
apabila bawahan melakukan kesalahan. Dari beberapa indikator tersebut 
tergambarkan melalui hasil penelitian bahwa nilai malaqbiq dapat 
diterapkan dengan baik oleh pemimpin di kabupaten Polewali Mandar, 
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dengan nilai rerata dari indikator-indikator tersebut termasuk dalam 
kategori tinggi.   
Seorang pemimpin yang baik adalalah pemimpin yang tidak hanya 
mampu menghargai dirinya sendiri tapi juga pemimpin yang mampu 
menghargai orang-orang yang berada dalam lingkungan yang dipimpinnya 
(Sipakaraya) . Berdasarkan hasil data penelitian dari kuesioner yang 
disebar kepada pemimpin (camat dan lurah/kepala desa), pegawai kantor 
kecamatan dan masyarakat didapatkan hasil bahwa sikap menghargai 
yang ditunjukkan oleh pemimpin kepada masyarakat ataupun 
bawahannya tergolong tinggi. Sikap menghargai yang ditunjukkan oleh 
pemimpin ini didasarkan pada dua indikator yaitu bagaimana pemimpin 
membuat rasa aman dan nyaman bagi bawahannya dan keakraban yang 
timbul antara pemimpin dan bawahan. Rasa menghargai yang ditunjukkan 
oleh pemimpin dilakukan dengan beberapa cara yaitu dengan berlaku 
ramah, membantu warga menyelesaikan permasalahan (contohnya 
sengketa tanah), meningkatkan keamanan, bergotong royong dengan 
warga untuk membersihkan lingkungan, pelayanan birokrasi yang semakin 
ditingkatkan dan meningkatkan jalinan silaturrahmi dengan bawahan dan 
masyarakat. 
Nilai sipakaraya (saling menghargai) antara pemimpin dan 
masyarakat akan tercipta dengan baik apabila rasa menyayangi yang 
ditunjukkan oleh pemimpin kepada masyarakatnya dapat ditingkatkan. 
Rasa menyayangi (siamasei) akan terwujud apabila pemimpin 
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menganggap bahwa daerah dan masyarakat yang dipimpinnya adalah 
kepunyaannya yang sangat berharga dan merupakan bagian dari jiwa 
pemimpin tersebut. Ada beberapa indikator yang diturunkan untuk menilai 
sejauh mana nilai siamasei yang ditunjukkan pemimpin kepada 
masyarakatnya, indikator tersebut adalah bagaimana perasaan seorang 
pemimpin apabila dia berada di tengah-tengah masyarakat dan perhatian 
yang ditunjukkan demi kesejahteraan warga. Dari indikator tersebut juga 
didapatkan hasil penilaian yang tinggi dari masyarakat dan pegawai kantor 
kecamatan terhadap pemimpin. Masyarakat memang memberikan 
penilaian yang tinggi terhadap pemimpin akan penerapan nilai siamasei 
dalam diri pemimpin tapi masyarakat berharap adanya perlakuan lebih 
seperti yang ditunjukkan oleh gubernur DKI Jakarta kepada 
masyarakatnya, perhatian dengan turun langsung melihat keadaan daerah 
dan masyarakat (blusukan) sangat diharapkan dapat sering dilakukan oleh 
pemimpin di kabupaten Polewali Mandar. 
Amalappuang atau kejujuran merupakan nilai yang harus dipegang 
teguh oleh seorang pemimpin. Kejujuran merupakan sumber segala nilai 
kebaikan jadi apabila jujur sudah diindahkan oleh seorang pemimpin maka 
bisa dipastikan bahwa moral pemimpin itu sudah hancur. Nilai 
Amalappuang (kejujuran) dalam penelitian ini juga diturunkan melalui 
beberapa indikator yaitu apakah pemimpin menepati janji-janji yang 
pernah dia kemukakan, selalu menyampaikan keadaan yang sebenar-
benarnya dan sering atau tidaknya dia menganulir pernyataan yang telah 
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dikemukakan. Penilaian terhadap beberapa indikator tersebut juga 
tergolong tinggi. 
Berdasarkan penelitian melalui penyebaran kuesioner selain dari 
beberapa indikator untuk melihat gambaran pola perilaku pemimpin,  hasil 
penelitian melalui responden masyarakat dan pegawai kantor kecamatan 
juga menggambarkan bahwa pemimpin di kabupaten Polewali mandar 
dalam menjalankan kepemimpinannya memang dilandasi oleh budaya 
mandar. Dari 126 responden masyarakat 108 responden dengan 
persentase 85,7% menjawab bahwa kepemimpinan dijalankan 
berlandaskan dengan nilai budaya mandar dan 18 responden dengan 
persentase 14,3% menjawab bahwa kepemimpinan dijalankan tidak 
berlandaskan dengan nilai budaya mandar (Grafik 1), sedangkan untuk 
responden pegawai kantor kecamatan dari 56 responden hanya satu 1 
orang responden yang menjawab bahwa dalam menjalankan 
kepemimpinan camat tidak berlandaskan budaya mandar (Grafik 2).    
 
 
 
 
 
 
Grafik 4.1. Lurah/Kepala Desa Menjalankan Kepemimpinan 
berlandaskan Budaya Mandar (responden masyarakat) 
0
50
100
150
Ya Tidak
Frekuensi
106 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafik 2.  Camat Menjalankan Kepemimpinan berlandaskan 
Budaya Mandar (responden pegawai kantor kecamatan) 
 
Menjalankan kepemimpinan berlandaskan nilai-nilai budaya 
mandar terhadap masyarakat yang multi etnis di kabupaten Polewali 
Mandar bukanlah perkara yang sulit. Hal ini diungkapkan oleh para 
pemimpin bahwa dengan adanya beberapa kesamaan nilai antara budaya 
mandar dan budaya bugis, jawa, pattae maupun mamasa memudahkan 
pemimpin melakukan pendekatan terhadap masyarakat. Pendekatan yang 
dilakukan juga dengan pendekatan kekeluargaan sehingga bisa 
meminimalisir hal-hal yang dapat menjadi penghambat. Kemudahan 
dalam memimpin masyarakat yang multi etnis juga dinyatakan oleh 
mantan Bupati Polewali Mandar, Ali Baal Masdar 
“Tidak ada kesulitan dalam memimpin masyarakat yang multi etnis 
karena sebelumnya dilakukan analisis kebutuhan masyarakat 
polewali mandar” (Wawancara tanggal 28 Januari 2014). 
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 Pemimpin yang berlatar belakang etnis selain mandar juga 
mengungkapkan bahwa tidak ada hambatan yang berat baik itu memipin 
etnis mandar maupun etnis lain. 
“saya tidak menemukan kesulitan dalam memimpin masyarakat di 
desa ini, saya beretnis jawa dan di desa ini juga bermukim 
penduduk yang beretnis mandar tapi tidak ada kesulitan yang 
berarti, ini karena saya menganggap bahwa diri saya adalah orang 
mandar sesuai dengan salah satu petuah orang mandar yaitu inai-
inai tau mandundu wai marandangna to Mandar anna meloqi 
menjari to Mandar, to Mandarmi tuqu (siapa saja yang pernah 
meminum air beningnya orang mandar, lantas ia berkeinginan 
menjadi orang Mandar, maka menjadi Mandar-lah ia)”. (Kepala 
Desa Sugihwaras Kecamatan Wonomulyo, wawancara tanggal 21 
Januari 2014) 
 
 
4.4.1  Penetapan Kebijakan Pemerintahan Berlandaskan Nilai  
Budaya Mandar 
 
Kepemimpinan berlandaskan budaya adalah hal yang dianggap 
sangat penting bagi pemimpin di Polewali Mandar dan tentu akan 
berdampak pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin. 
Data hasil penelitian menunjukkan bahwa 100% dengan frekuensi 56 
responden pegawai kecamatan menyatakan bahwa dalam penetapan 
kebijakan camat berlandaskan nilai budaya mandar. Hasil yang tidak jauh 
beda ditunjukkan oleh responden masyarakat yaitu  95,2% masyarakat 
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dengan frekuensi 120 menyatakan bahwa dalam menetapkan kebijakan 
pemimpin berlandaskan nilai budaya dan 6 orang responden masyarakat 
dengan persentase 4,8% menyatakan bahwa dalam penetapan kebijakan 
pemimpin tidak dilandasi oleh nilai budaya (Grafik 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafik 4.3. Lurah/Kepala Desa Menetapkan Kebijakan 
berlandaskan Budaya Mandar (responden masyarakat) 
 
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah banyak 
mengeluarkan kebijakan yang berlandaskan budaya. Kebijakan ini selain 
bermanfaat untuk pengenalan dan pengembangan budaya mandar juga 
sangat berdampak pada pembangunan daerah dan pemberdayaan 
sumber daya manusia. Kebijakan tersebut antara lain memakai pakaian 
yang bercorak mandar (corak lipa sa’be, sandeq dll) untuk ke kantor, 
festival budaya mandar yang diadakan untuk memperingati hari jadi 
Polewali Mandar, penguatan nilai-nilai sipamandar dan pengembangan 
usaha kecil dan menengah (usaha lipa sa’be, makanan tradisional baje’ 
dan pemintalan tali).  
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 Kebijakan pengenalan dan pengembangan budaya mandar melalui 
festival budaya sangat direspon positif oleh masyarakat dan pemerintah 
provinsi Sulawesi Barat. Festival budaya mandar yang diadakan tiap 
tahun ini juga sudah mendapat beberapa penghargaan dari MURI 
(Museum Rekor Indonesia) melalui pemecahan rekor sarung sutra 
terpanjang dan pemecahan rekor kuda menari (saiyyang pattu’du) 
terbanyak. Selain festival budaya mandar, wakil dari Kabupaten Polewali 
Mandar juga sudah 3 kali berturut-turut meraih juara terbaik pada festival 
budaya Nasional. 
  Pengembangan budaya mandar melalui penetapan kebijakan yang 
berlandaskan nilai sudah dirasakan manfaatnya dan nama Polewali 
Mandar pun juga semakin dikenal di kancah Nasional bahkan 
Internasional karena produk kebudayaannya. Tapi dibalik banyaknya 
penghargaan yang diberikan kepada Kabupaten Polewali Mandar, 
pembangunan daerah kabupaten ini masih banyak kekurangan. 
Kekurangan itu salah satunya adalah masih masuknya kabupaten 
Polewali Mandar dalam kategori daerah yang tertinggal. Untuk itu 
pemerataan pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar masih harus 
ditingkatkan, perbaikan sarana dan prasarana publik, pelayanan birokrasi 
yang prima, seperti yang diungkapkan oleh Bupati Polewali Mandar 
“Pembangunan Polewali Mandar akan kita mulai dari desa dengan 
pembangunan infrastruktur yang merata, mengentaskan angka 
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kemiskinan dan membawa polewali mandar keluar dari daerah 
yang tertinggal” (Wawancara tanggal 28 Januari 2014) 
 Keberhasilan pembangunan daerah kabupaten Polewali Mandar 
akan sangat bergantung pada respon dan partisipasi semua elemen yang 
ada baik itu masyarakat, tokoh adat, pegawai pemerintahan, pihak 
swasta, dan utamanya oleh para pemimpin di Kabupaten Polewali 
Mandar.  
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
1. Gaya kepemimpinan pemerintahan di Kabupaten Polewali Mandar 
cenderung pada Gaya kepemimpinan Demokratis. Gaya 
kepemimpinan demokratis adalah kemampuan mempengaruhi 
orang lain agar mau bekerjasama untuk mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan dengan cara berbagai kegiatan yang akan 
dilakukan ditentukan bersama antara pimpinan dan bawahan. 
Pemimpin yang demokratis biasanya memandang peranannya 
selaku koordinator dan integrator dari berbagai unsur dan 
komponen organisasi. 
2. Dari hasil uji data stastik spss menggunakan korelasi dapat ditarik 
kesimpulan bahwa ada hubungan antara gaya kepemimpinan dan 
budaya mandar dengan nilai sig. (2-tailed) sebesar 0,495 untuk 
informan pemimpin dan responden masyarakat, nilai sig. (2-tailed) 
sebesar 0,219 untuk responden pegawai kantor kecamatan. 
3. Hubungan antara gaya kepemimpin dan budaya mandar dapat 
tergambar dengan jelas dari sikap dan pola perilaku yang 
ditunjukkan baik pemimpin yang beretnis mandar maupun yang 
beretnis selain mandar. Sikap dan pola perilaku yang dijadikan 
acuan dalam penelitian merupakan turunan dari salah satu nilai 
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budaya mandar yang kemudian menjadi prinsip hidup oleh 
pemimpin di mandar. Prinsip hidup tersebut adalah “ Pakalaqbiq to 
tondo dai, pakarayai sipatutta, asayangi to tondonaung” yang 
maknanya seorang pemimpin itu harus menghormati orang yang 
diatasnya, menghargai yang setara dengannya dan menyayangi 
orang yang ada di bawahanya. Dari prinsip dapat tergambar 
dengan jelas bahwa pemimpin di mandar adalah orang yang 
bermartabat (Malaqbiq), yang dapat menghargai (sipakaraya) dan 
orang yang menyayangi rakyat yang dipimpinnya (Siamasei). 
Selain ketiga nilai tersebut orang mandar juga sangat memegang 
teguh nilai Kejujuran (Amalappuang) karena kejujuran merupakan 
sumber segala kebaikan. Berdasarkan penelitian melalui 
penyebaran kuesioner melalui responden masyarakat dan pegawai 
kantor kecamatan  tergambarkan bahwa pemimpin di kabupaten 
Polewali mandar dalam menjalankan kepemimpinannya dilandasi 
oleh budaya mandar. Dari 126 responden masyarakat 108 
responden dengan persentase 85,7% menjawab bahwa 
kepemimpinan dijalankan berlandaskan dengan nilai budaya 
mandar dan 55 responden pegawai kantor kecamatan menjawab 
bahwa dalam menjalankan kepemimpinan camat tidak 
berlandaskan budaya mandar.  
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5.2     Saran 
1. Kepemimpinan bukan pimpinan semata – mata.  Kepemimpinan 
adalah jiwa seseorang untuk mau melakukan tanggung jawab 
atas perbuatan yang dilakukannya dan bawahannya/ pengikutnya 
serta senantiasa dapat memberikan motivasi kepada 
bawahannya/ pengikutnya untuk dapat bertindak lebih maju 
bahkan dari dirinya sendiri.  Para pemimpim pemerintahan harus 
senantiasa bercermin bahwa anak buah adalah anaknya sendiri 
sehingga berusahalah untuk senantiasa dekat baik secara lahir 
maupun batin baik keadaan formal mupun informal 
2.  Bawahan (pegawai dan masyarakat) harus senantiasa menjaga 
kepercayaan yang telah diberikan oleh para pimpinan – 
pimpinannya sehingga terdapat kontrak tidak terlihat (invisible 
contract) antara kedua belah pihak yang mampu memotivasi 
kinerja untuk merealisir peluang – peluang dan menangkal 
ancaman dari luar.   
3. Pemimpin Pemerintahan di kabupaten Polewali Mandar harus 
meningkatkan intensitas untuk terjun langsung melihat keadaan 
daerah dan masyarakat dan setiap kebijakan yang ditetapkan 
harus dilakukan analisis kebutuhan terlebih dahulu. 
4. Data penduduk menurut etnis harus diadakan oleh Badan Pusat 
Statistik 
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